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ABSTRAK 

 

PENERAPAN MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

KERJA, PENGAWASAN DAN GOVERNANCE TERHADAP  

KINERJA KARYAWAN DIMODERASI OLEH HUMAN 

RESOURCES INFORMATION SYSTEM PADA KARYAWAN 

INDUSTRI GARMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

 

AMIN SUBARGUS 

7180111005 

 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan tenaga kerja, dan 

governance terhadap kinerja karyawan, dengan Human Resources 

Information System (HRIS) sebagai variabel pemoderasi pada industri 

garmen. Penelitian dilakukan pada perusahaan industri garmen kategori 

industri besar dan sedang (IBS) yang beroperasi di wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta melalui kegiatan survei. Metode pengumpulan data 

dilakukan menggunakan kuesioner yang diisi oleh manajer SDM, manajer 

produksi/operasional, dan manajer teknis. Pemilihan sampel dilakukan 

menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: perusahaan telah 

beroperasi minimal 5 tahun, memiliki minimal 50 orang karyawan, serta 

telah menerapkan sistem manajemen SDM secara formal. Dari 234 

kuesioner yang disebar diperoleh 225 kuesioner yang layak diolah. Analisis 

data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) 

dengan bantuan software SmartPLS versi 4. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen K3, pengawasan tenaga 

kerja, dan governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Meskipun HRIS berpengaruh negatif secara langsung, ia 

berperan signifikan sebagai moderator yang memperkuat pengaruh ketiga 

variabel tersebut terhadap kinerja. Nilai R-Square sebesar 0,880 

mengindikasikan bahwa 88% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan 

oleh model. Penelitian menyimpulkan bahwa HRIS memiliki peran penting 

dalam mendukung efektivitas manajerial dan pengawasan di era digitalisasi 

SDM industri garmen. 

 

Kata kunci : Manajemen K3, pengawasan tenaga kerja, governance, 

HRIS, kinerja karyawan, industri garmen 
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ABSTRACT 

 

 

THE IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND 

SAFETY MANAGEMENT, SUPERVISION, AND GOVERNANCE 

ON EMPLOYEE PERFORMANCE MODERATED BY HUMAN 

RESOURCES INFORMATION SYSTEM IN GARMENT INDUSTRY 

EMPLOYEES IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA 

 

 

AMIN SUBARGUS 

7180111005 

 

This study was conducted to examine the influence of Occupational Health 

and Safety (OHS) management, labor supervision, and governance on 

employee performance, with the Human Resources Information System 

(HRIS) as a moderating variable in the garment industry. The research was 

carried out in large and medium-sized garment manufacturing companies 

(categorized as IBS) operating in the Special Region of Yogyakarta through 

a survey approach. Data collection was conducted using questionnaires 

completed by HR managers, production/operations managers, and technical 

managers. The sample was selected using purposive sampling with the 

following criteria: companies must have been operating for at least five 

years, employ a minimum of 50 workers, and have formally implemented 

an HR management system. Out of 234 distributed questionnaires, 225 

were deemed valid for analysis. Data analysis was performed using 

Structural Equation Modeling (SEM) with the help of SmartPLS version 4 

software. 

The findings show that OHS management, labor supervision, and 

governance have a positive and significant effect on employee 

performance. Although HRIS has a direct negative impact, it plays a 

significant role as a moderator that strengthens the influence of those three 

variables on performance. The R-Square value of 0.880 indicates that 88% 

of the variation in employee performance is explained by the model. The 

study concludes that HRIS plays a vital role in supporting managerial 

effectiveness and supervisory policies in the era of digitalized human 

resource management within the garment industry. 

 

Keywords : Occupational Health and Safety Management, labor 

supervision, governance, HRIS, employee performance, 

garment industry. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi dan dinamika pasar internasional yang semakin 

kompetitif, industri garmen di Indonesia dihadapkan pada berbagai 

tantangan strategis yang kompleks. Persaingan global yang semakin 

ketat, terutama dari negara-negara seperti Tiongkok, Bangladesh, dan 

Vietnam, menuntut industri garmen domestik untuk terus beradaptasi 

melalui efisiensi operasional, peningkatan kualitas produk, serta 

inovasi berbasis teknologi (Mohapatra & Samaddar, 2020; 

Tampubolon dkk., 2022). Namun realitas di lapangan menunjukkan 

bahwa industri garmen nasional, termasuk yang berada di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah masih menghadapi kendala 

struktural dan operasional yang signifikan (Sugeng dkk., 2022). 

Industri garmen menghadapi berbagai tantangan, seperti 

persaingan dari produk impor murah, ketergantungan pada bahan baku 

impor, rendahnya kesejahteraan pekerja, dan biaya produksi yang 

terus meningkat. Masalah kesejahteraan mencakup upah rendah, jam 

kerja panjang, serta kondisi kerja yang belum memenuhi standar K3. 

Manajemen SDM yang tidak optimal juga berdampak pada rendahnya 

kepuasan kerja, tingginya turnover, dan lemahnya retensi karyawan. 

Kondisi ini diperburuk oleh ketidakstabilan ekonomi global dan 

regulasi domestik yang belum terintegrasi. Untuk menghadapi 

tantangan tersebut, penerapan teknologi seperti Human Resources 

Information System (HRIS) dinilai penting dalam meningkatkan 

efisiensi, transparansi, dan kesejahteraan tenaga kerja. HRIS juga 

mendukung pengambilan keputusan strategis dan pengembangan 

kompetensi SDM berbasis digital. 

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji pengaruh manajemen K3, pengawasan tenaga kerja, dan 

governance terhadap kinerja karyawan, dengan HRIS sebagai variabel 

moderasi. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan 

rekomendasi praktis bagi pengembangan strategi manajemen tenaga 

kerja yang lebih adaptif dan berkelanjutan. 

Industri garmen di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

memegang peranan strategis dalam perekonomian daerah, khususnya 

dalam hal penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap ekspor 

tekstil (BPS DIY, 2024). Jumlah perusahaan Industri Besar dan 

Sedang (IBS) di DIY mencapai 589 pada tahun 2024, menunjukkan 

tren pertumbuhan positif sejak 2015. Namun, tingkat adopsi Human 
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Resources Information System (HRIS) di sektor ini masih tergolong 

rendah. Dari 73 perusahaan industri garmen IBS, hanya 26 perusahaan 

(35,6%) yang telah menerapkan HRIS secara optimal, sedangkan 

sisanya masih menggunakan metode konvensional untuk pencatatan 

absensi, penggajian, dan evaluasi kinerja (Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi DIY, 2024). 

Menariknya, perusahaan yang telah mengimplementasikan HRIS 

menunjukkan peningkatan akurasi penggajian, transparansi penilaian 

kinerja, dan pengurangan konflik administratif (Mishra dkk., 2023; 

Rustam dkk., 2024). Hal ini menegaskan potensi besar HRIS dalam 

meningkatkan manajemen tenaga kerja. Meski begitu, penerapan 

HRIS perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal industri garmen 

DIY yang berbasis komunitas dan budaya padat karya (Sabilah & 

Daonil, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut 

bagaimana HRIS dapat memperkuat pengaruh manajerial seperti 

manajemen K3, pengawasan, dan governance terhadap kinerja 

karyawan, terutama dalam konteks industri konveksi dan garmen di 

DIY. 

Industri garmen yang termasuk dalam KBLI 14 merupakan 

sektor dominan dalam kelompok Industri Besar dan Sedang (IBS) di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan 73 perusahaan atau 

sekitar 12,39% dari total IBS pada tahun 2023–2024 (BPS DIY, 

2024). Pertumbuhan ini mencerminkan peran DIY sebagai pusat 

produksi pakaian yang kompetitif di pasar domestik dan ekspor. 

Faktor pendukungnya antara lain tenaga kerja terampil, permintaan 

pasar yang terus meningkat, serta keterampilan lokal dalam tekstil. 

Meski demikian, industri ini menghadapi berbagai tantangan 

seperti persaingan global, efisiensi produksi, dan regulasi 

ketenagakerjaan yang ketat (Akhter dkk., 2019; Goh dkk., 2023; 

Kurnianingtias, 2022). Untuk meningkatkan kinerja karyawan, 

dibutuhkan penerapan manajemen K3, pengawasan ketenagakerjaan 

yang efektif, dan kebijakan pemerintah yang mendukung, serta 

integrasi sistem HRIS (Hidayah dkk., 2022). Namun, implementasi di 

lapangan masih rendah. Hanya 29 perusahaan (39,7%) yang 

memenuhi standar SMK3 dan 26 perusahaan (35,6%) yang telah 

menerapkan HRIS secara optimal (Disnakertrans DIY, 2024). 

Kondisi ini berkontribusi pada tingginya absensi, turnover, dan 

lambatnya pengambilan keputusan strategis. Rendahnya standar K3 

juga berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja dan menurunkan 

daya saing perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan 

keselamatan kerja mampu meningkatkan perilaku dan produktivitas 

tenaga kerja (Mutegi dkk., 2023), sementara pengawasan dan regulasi 

yang kuat berdampak positif terhadap budaya kerja dan produktivitas 
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(Weerasinghe dkk., 2023; Sahranafa & Kriswibowo, 2024; Kotagi 

dkk., 2023). Di sisi lain, HRIS terbukti meningkatkan efisiensi 

operasional dan keterlibatan karyawan (Mishra dkk., 2023). Namun, 

faktor eksternal seperti krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 masih 

menjadi hambatan terhadap efektivitas penerapannya (Rahmani & 

Zeng, 2023). 

Studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai 

pengaruh manajemen K3 dan pengawasan terhadap kinerja karyawan. 

Beberapa riset menunjukkan kontribusi positif (Ahmad dkk., 2019; 

Kusumawardani dkk., 2020), sementara yang lain menunjukkan 

keterbatasan akibat tekanan psikologis dan beban administratif (Nur 

dkk., 2023; Eryani dkk., 2017). Dengan demikian, dibutuhkan kajian 

lebih lanjut untuk merumuskan kebijakan yang mampu 

menyeimbangkan antara perlindungan tenaga kerja dan efisiensi 

manajerial (Prasetyo & Setyadharma, 2022). 

Di era digital, Human Resources Information System (HRIS) 

menjadi inovasi penting dalam memperkuat efektivitas manajemen 

tenaga kerja. Penelitian oleh Zhang (2023) menunjukkan bahwa HRIS 

dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pengambilan 

keputusan, dan mendorong kinerja karyawan. Namun, keberhasilan 

implementasi HRIS sangat bergantung pada kesiapan teknologi dan 

kompetensi SDM (Malik, 2023). Dalam konteks industri garmen DIY, 

efektivitas HRIS sebagai variabel moderasi antara manajemen K3, 

pengawasan, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja karyawan 

masih jarang dikaji. 

Sebagian besar perusahaan garmen di DIY belum mengadopsi 

HRIS secara optimal dan masih menggunakan metode manual dalam 

pengelolaan SDM (Sabilah & Daonil, 2024), yang berdampak pada 

rendahnya efisiensi dan keterlambatan pengambilan keputusan. 

Padahal, digitalisasi dinilai mampu mendukung produktivitas yang 

menjadi penentu daya saing industri padat karya ini (Goh dkk., 2023). 

Kendala produktivitas juga dipengaruhi oleh minimnya pelatihan 

teknologi dan rendahnya kepatuhan terhadap SOP (Pemerintah DIY, 

2024). 

Peran kebijakan pemerintah (governance) sangat penting dalam 

menjamin penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

(Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2022). Namun, data BPJS 

Ketenagakerjaan DIY (2024) menunjukkan 312 dari 428 kasus 

kecelakaan kerja di sektor manufaktur terjadi di industri garmen IBS, 

akibat rendahnya kesadaran keselamatan dan lemahnya pengawasan. 

Pengawasan oleh perusahaan yang lebih intensif diharapkan mampu 

menekan kasus ini dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. 
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Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji peran 

digitalisasi SDM melalui HRIS dalam meningkatkan kinerja karyawan 

industri garmen DIY. Penelitian ini mengusulkan pendekatan baru 

dengan melihat bagaimana HRIS memoderasi hubungan antara 

manajemen K3, pengawasan, dan regulasi pemerintah terhadap kinerja 

tenaga kerja. Sebagian besar studi sebelumnya belum mengaitkan 

peran teknologi informasi secara langsung dalam penguatan kebijakan 

pengelolaan tenaga kerja di industri padat karya. 

Penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam meningkatkan 

produktivitas dan kesejahteraan pekerja (Mutegi dkk., 2023; Rifqi 

dkk., 2023), serta efektivitas pengawasan ketenagakerjaan dalam 

mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi (Alam dkk., 

2024; Sahranafa & Kriswibowo, 2024). Regulasi pemerintah yang 

tegas juga terbukti mendukung efisiensi, retensi karyawan, dan 

peningkatan kinerja (Harini dkk., 2020; Susetyo dkk., 2020; Sabilah & 

Daonil, 2024). Dalam konteks digitalisasi, Human Resources 

Information System (HRIS) berperan sebagai faktor moderasi yang 

dapat memperkuat efektivitas implementasi K3, pengawasan, dan 

regulasi melalui peningkatan transparansi, efisiensi pengelolaan SDM, 

serta percepatan pelatihan dan evaluasi kinerja (Haque & Nishat, 

2022; A. Wang, 2024; Kristanti & Hariyanti, 2024; Rustam dkk., 

2024). Bahkan, integrasi HRIS dengan teknologi seperti Internet of 

Things (IoT) di era Industri 4.0 turut memperkuat transformasi 

pengelolaan tenaga kerja (Ulfa, 2024). Berdasarkan hal tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana HRIS 

mampu memperkuat hubungan antara manajemen K3, pengawasan, 

dan regulasi kebijakan pemerintah (governance) terhadap kinerja 

tenaga kerja di industri garmen DIY. Penelitian ini diharapkan 

memberikan kontribusi strategis dalam meningkatkan efektivitas dan 

daya saing industri tekstil, khususnya sektor garmen di DIY, serta 

menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi 

digitalisasi dan pengelolaan SDM berbasis HRIS. Dengan demikian, 

fokus utama kajian ini adalah menganalisis pengaruh manajemen K3, 

pengawasan, dan governance terhadap kinerja karyawan, serta 

mengkaji peran moderasi HRIS dalam hubungan tersebut, yang 

dirumuskan dalam penelitian berjudul ―Penerapan Manajemen K3, 

Pengawasan, dan Governance terhadap Kinerja Karyawan yang 

Dimoderasi oleh Human Resources Information System pada 

Karyawan Industri Garmen di DIY.‖ 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

maka, penelitian ini diajukan rumusan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Apakah penerapan Manajemen K3 berpengaruh dalam 

mendukung kinerja karyawan industri garmen di DIY? 

2. Apakah pengawasan tenaga kerja berpengaruh dalam 

mendukung kinerja karyawan industri garmen di DIY?  

3. Apakah kebiajakan pemerintah (governance) berpengaruh 

dalam mendukung kinerja karyawan industri garmen di DIY?  

4. Apakah Human Resources Information System berpengaruh 

dalam mendukung kinerja karyawan industri garmen di DIY?  

5. Apakah Human Resources Information System menguatkan 

pengaruh antara Manajemen K3 pada kinerja karyawan industri 

garmen di DIY? 

6. Apakah Human Resources Information System  menguatkan 

pengaruh antara Pengawasan pada kinerja karyawan industri 

garmen di DIY? 

 

C. Batasan Masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis yang berfokus pada aspek penerapan Manajemen K3, 

pengawasan, peran kebijakan pemerintah (Governance) serta 

pengaruh Human Resources Information System sebagai pemoderasi 

pada  kinerja karyawan industri garmen di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini memiliki batasan 

sebagai berikut: 

1. Lingkup penelitian ini dibatasi pada industri garmen yang 

tergolong dalam Industri Besar dan Sedang (IBS) berdasarkan 

klasifikasi BPS DIY, dengan fokus penelitian pada aspek 

manajerial, khususnya penerapan Human Resources Information 

System dan dampaknya terhadap kinerja karyawan industri 

garmen. Aspek teknis produksi dan operasional tidak menjadi 

objek kajian utama. 

2. Fokus penelitian ini juga mencakup penerapan Manajemen K3, 

pengawasan tenaga kerja, serta peran kebijakan pemerintah 

(Governance) dalam industri garmen di DIY. HRIS dalam 

penelitian ini berperan sebagai variabel yang menguatkan atau 

melemahkan kinerja karyawan industri garmen. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

Manajemen K3, Pengawasan, dan Governance pada kinerja karyawan 
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industri garmen di DIY, dengan Human Resources Information 

System sebagai variabel pemoderasi. Selain itu, penelitian ini juga 

mengevaluasi peran HRIS sebagai pemoderasi yang memperkuat 

pengaruh antara Manajemen K3 dan Pengawasan tenaga kerja pada 

kinerja karyawan industri.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ini diharapkan memberikan manfaat: 

1. Bagi Akademis 

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan empiris 

dalam memahami pengaruh penerapan Manajemen K3, 

Pengawasan tenaga kerja, dan Governance terhadap kinerja 

karyawan industri garmen, dengan Human Resources Information 

System sebagai pemoderasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi 

referensi bagi studi di bidang manajemen sumber daya manusia, 

ketenagakerjaan, dan industri, khususnya dalam memahami 

bagaimana digitalisasi SDM dan intervensi kebijakan pemerintah 

berkontribusi dalam meningkatkan kinerja tenaga kerja. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur akademik 

terkait strategi pengelolaan tenaga kerja dan pemanfaatan 

teknologi digital dalam sektor industri. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mendalami 

teori-teori manajemen aplikatif, khususnya dalam 

mengembangkan studi terkait penerapan HRIS, kebijakan 

ketenagakerjaan, serta efektivitas Manajemen K3 dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Dengan menganalisis peran 

governance dalam regulasi, pengawasan tenaga kerja, maka 

penelitian ini mampu membantu memahami hubungan antara 

kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan, teknologi digital, 

dan kinerja karyawan industri. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

menjadi acuan bagi riset lanjutan yang lebih mendalam mengenai 

strategi optimalisasi digitalisasi SDM serta tantangan dan peluang 

dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan di era transformasi 

digital. 

F. Kebaharuan Penelitian 

Kebaruan penelitian ini diperoleh melalui pendekatan Systematic 

Literature Review (SLR) dan analisis bibliometrik menggunakan 

VOSviewer untuk mengidentifikasi celah penelitian terkait manajemen 

K3, pengawasan tenaga kerja, regulasi pemerintah sebagai bentuk 

good governance, dan implementasi HRIS. Hasil kajian menunjukkan 

bahwa sebagian besar studi terdahulu membahas variabel-variabel 

tersebut secara terpisah dan belum mengintegrasikan HRIS sebagai 
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variabel moderasi. Misalnya, penelitian tentang K3 (Mutegi dkk., 

2023; Rifqi dkk., 2023; Susetyo dkk., 2020) belum 

mempertimbangkan peran teknologi, sementara kajian HRIS (A. 

Wang, 2024; Ulfa, 2024; Haque & Nishat, 2022; Kristanti & 

Hariyanti, 2024) fokus pada efisiensi proses SDM tanpa 

mengaitkannya dengan kinerja tenaga kerja berbasis K3 dan 

pengawasan. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan 

mengintegrasikan manajemen K3, pengawasan, governance, dan 

HRIS sebagai variabel yang memengaruhi kinerja karyawan, serta 

memposisikan HRIS sebagai variabel moderasi dalam konteks industri 

garmen di DIY. Temuan ini diharapkan menjadi acuan strategis bagi 

penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis digital yang lebih 

adaptif dan relevan bagi industri padat karya di era transformasi 

digital. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Kajian Teori 

Penelitian ini membahas pengaruh Manajemen K3, pengawasan 

tenaga kerja dan Transmigrasi, serta peran kebijakan pemerintah 

(governance) terhadap kinerja karyawan industri garmen di DIY, 

dengan mempertimbangkan peran Human Resources Information 

System (HRIS) sebagai variabel langsung maupun pemoderasi. Kajian 

ini didasarkan pada teori Human Capital Management (HCM), yang 

menekankan pentingnya pengelolaan tenaga kerja sebagai aset 

strategis melalui digitalisasi, otomatisasi administrasi, analitik kinerja, 

dan pelatihan berbasis teknologi. Teori regulasi ketenagakerjaan 

digunakan untuk memahami bagaimana governance dan peran 

pengawasan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, 

perlindungan hak pekerja, dan penerapan standar K3 dapat 

memengaruhi kinerja. Selain itu, teori teknologi dan organisasi 

menjelaskan peran HRIS dalam meningkatkan efisiensi manajemen 

tenaga kerja dan sebagai pemoderasi dalam memperkuat pengaruh K3 

dan pengawasan terhadap kinerja karyawan. Dengan 

mengintegrasikan pendekatan HCM, regulasi ketenagakerjaan, dan 

transformasi digital melalui HRIS, penelitian ini menyajikan landasan 

konseptual yang komprehensif dalam memahami determinan kinerja 

karyawan di industri garmen pada era digital. 

1. Grand Theory: Human Capital Management (HCM) 

Pendekatan Human Capital Management (HCM) 

memandang tenaga kerja sebagai aset strategis yang perlu dikelola 

secara efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi dan daya 

saing industri. Berakar dari teori human capital oleh Becker 

(1993), HCM menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, 

pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan 

produktivitas (Bai, 2024; Ingham, 2020). HCM tidak hanya 

berfokus pada administrasi, tetapi juga pada pengembangan 

kompetensi, kesejahteraan, dan retensi tenaga kerja sebagai 

strategi keunggulan kompetitif (Suvalova & Suvalov, 2024; 

Kapkaev & Rudenko, 2021; Watson, 2021). Dalam konteks 

industri garmen, penerapan K3 dinilai krusial dalam menciptakan 

lingkungan kerja aman dan produktif (Sabilah & Daonil, 2024; 

Kartsan dkk., 2023), sementara pengawasan mendukung 

kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan disiplin kerja 

(Budisusetio dkk., 2019). Di era digital, digitalisasi manajemen 

SDM melalui HRIS menjadi bagian penting dari implementasi 

HCM, karena memungkinkan otomatisasi administrasi, pelatihan 
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berbasis teknologi, dan pemantauan kinerja berbasis data (Kapkaev 

& Rudenko, 2021). Dengan mengintegrasikan K3, pengawasan, 

dan HRIS, pendekatan HCM memberikan landasan strategis untuk 

membangun ekosistem industri garmen yang lebih produktif dan 

berdaya saing tinggi, khususnya di DIY. 

2. Middle-Range Theory  

Middle-range theory dalam konteks penelitian ini berfungsi 

sebagai jembatan antara teori makro (grand theory) seperti Human 

Capital Management dan teori-teori mikro yang lebih spesifik 

terhadap variabel penelitian. Teori tingkat menengah ini memiliki 

fokus yang lebih empiris dan aplikatif, serta dirancang untuk 

menjelaskan fenomena yang lebih terbatas dalam lingkup tertentu, 

seperti dunia kerja dan organisasi industri padat karya.  Dua teori 

tingkat menengah yang relevan dalam konteks penelitian ini 

adalah Teori Regulasi Ketenagakerjaan dan Teori Teknologi dan 

Organisasi. 

a. Teori Regulasi Ketenagakerjaan 

Teori regulasi ketenagakerjaan menekankan peran negara 

dalam menciptakan keseimbangan hubungan industrial antara 

pekerja dan pengusaha melalui aturan hukum dan kebijakan 

publik (Baldwin dkk., 2019). Regulasi ini tidak hanya bersifat 

normatif, tetapi juga memengaruhi praktik operasional di 

tempat kerja, seperti penerapan SMK3, kelembagaan P2K3, 

upaya pengawasan kepatuhan K3, serta program pelatihan dan 

sertifikasi tenaga kerja. Dalam konteks penelitian ini, teori ini 

menjadi landasan konseptual untuk variabel governance dan 

pengawasan tenaga kerja, menjelaskan bagaimana kebijakan 

pemerintah dipatuhi oleh industri garmen—termasuk 

kewajiban perusahaan garmen memiliki pengesahan dokumen 

Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB, Struktur Upah Skala Upah, sertifikasi Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan 

kelembagaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (P2K3), Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP) melalui 

suatu sistem digital ketenagakerjaan, —berkontribusi 

menciptakan iklim kerja yang aman, selamat, sehat, dan 

produktif. Jakobsen (2019) dan Scott (2021) menegaskan 

bahwa regulasi formal tidak hanya menciptakan legitimasi 

institusional, tetapi juga memengaruhi perilaku manajerial dan 

kinerja tenaga kerja dalam organisasi. 

b. Teori Teknologi dan Organisasi 

Teori ini menjelaskan bahwa teknologi tidak hanya 

berperan sebagai alat bantu operasional, tetapi juga sebagai 
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agen perubahan yang membentuk ulang struktur organisasi, 

pola kerja, dan sistem pengambilan keputusan (Malik, 2023). 

Dalam konteks ini, Human Resources Information System 

(HRIS) diposisikan sebagai variabel moderasi yang 

memperkuat hubungan antara manajemen tenaga kerja, 

termasuk manajemen K3, pengawasan, dan governance, 

dengan kinerja karyawan. HRIS mendukung efisiensi 

administratif, transparansi proses, serta pengambilan keputusan 

berbasis data. Lebih dari sekadar alat administrasi, HRIS 

berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan strategis yang 

mengelola berbagai aspek SDM seperti rekrutmen, pelatihan, 

penilaian, hingga manajemen risiko kerja. Pandangan ini 

selaras dengan Zuboff (2018) yang menegaskan bahwa 

teknologi informasi berfungsi untuk otomasi dan informatisasi 

yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dan 

produktivitas. Dengan demikian, teori ini memberikan dasar 

bahwa pemanfaatan teknologi digital seperti HRIS penting 

untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri padat 

karya seperti garmen. 

3. Manajemen K3 

a. Pengertian Manajemen K3 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

merupakan pendekatan strategis untuk mengidentifikasi, 

mengevaluasi, dan mengendalikan risiko kerja dalam rangka 

menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. 

Dalam industri padat karya seperti garmen, manajemen K3 

menjadi instrumen penting guna menekan potensi kecelakaan 

dan penyakit akibat kerja,  serta meningkatkan efisiensi 

operasional. Secara teoretis, konsep ini merujuk pada teori 

manajemen risiko dan sistem keselamatan kerja yang 

dikemukakan oleh Goetsch (2021), yang menekankan 

pentingnya integrasi manajemen K3 dalam strategi perusahaan 

melalui kebijakan, pedoman, panduan, prosedur, pelatihan K3, 

dan teknologi. Pandangan ini diperkuat oleh Hughes dan 

Ferrett (2021) yang menekankan pentingnya pendekatan siklus 

berkelanjutan Plan-Do-Check-Act (PDCA) dalam sistem 

keselamatan kerja, dengan melibatkan seluruh elemen 

organisasi dalam menciptakan budaya keselamatan kerja yang 

proaktif. 

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, 

manajemen K3 juga merupakan strategi membangun budaya 

kerja yang berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing 

industri. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang No 1 
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tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Perturan Pemerintah 

No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan Permenaker No. 4 

Tahun 1987 mewajibkan perusahaan untuk memiliki 

kelembagaan struktur organisasi P2K3, memegang peranan 

penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan K3 melalui 

pengawasan, pendampingan teknis, dan inspeksi rutin. Dalam 

penelitian ini, manajemen K3 dipahami sebagai pendekatan 

strategis yang melibatkan kebijakan keselamatan dan kesehatan 

kerja, inspeksi internal, penyediaan fasilitas K3, pelatihan 

tenaga kerja, serta keterlibatan aktif seluruh organisasi guna 

menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan 

kompetitif di sektor garmen. 

b. Antecedent dan Outcomes Manajemen K3 

Manajemen K3 dalam organisasi berkembang sebagai 

respon terhadap kebutuhan akan perlindungan tenaga kerja dari 

risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Imani dkk., 2021; 

Rifqi dkk., 2023). Faktor antecedent dari penerapan 

manajemen K3 antara lain adalah regulasi pemerintah, 

komitmen manajemen terhadap keselamatan, serta kesadaran 

tenaga kerja terhadap pentingnya keselamatan kerja (Sahranafa 

& Kriswibowo, 2024). Efektivitas sistem K3 diperkuat oleh 

pengawasan internal maupun eksternal, seperti lembaga 

pengawas ketenagakerjaan (Mutegi dkk., 2023). 

Selain itu, perkembangan teknologi menjadi antecedent 

baru dalam konteks digitalisasi manajemen K3. Human 

Resources Information System (HRIS) telah mulai digunakan 

untuk meningkatkan efisiensi pemantauan kepatuhan terhadap 

K3 (A. Wang, 2024), bahkan pemanfaatan teknologi seperti 

Internet of Things (IoT) memungkinkan pemantauan kondisi 

kerja secara real-time (Ulfa, 2024). Dalam konteks ini, 

penelitian ini mengkaji hubungan antara manajemen K3, 

pengawasan tenaga kerja, dan governance terhadap kinerja 

karyawan industri garmen, dengan HRIS sebagai variabel 

moderasi. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru yang 

belum banyak dijelajahi, khususnya dalam melihat digitalisasi 

sebagai penguat efektivitas kebijakan K3. 

Dari sisi outcomes, penerapan manajemen K3 yang efektif 

memberikan dampak pada peningkatan produktivitas dan 

penurunan angka kecelakaan kerja. Rifqi dkk. (2023) 

menyebutkan bahwa praktik K3 yang baik berkontribusi pada 

peningkatan kinerja dan menurunkan ketidakhadiran akibat 

kecelakaan kerja. Hal serupa juga diungkapkan oleh Susetyo 

dkk. (2020), yang menyatakan bahwa penyuluhan dan 
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pelatihan K3 meningkatkan kesadaran serta kepatuhan tenaga 

kerja terhadap prosedur keselamatan. Manfaat jangka panjang 

dari manajemen K3 juga termasuk peningkatan efisiensi 

produksi (Sabilah & Daonil, 2024) serta retensi karyawan yang 

lebih baik karena terciptanya lingkungan kerja yang aman 

(Kalia dkk., 2024). Namun demikian, beberapa penelitian 

seperti oleh Alam dkk. (2024) dan Haque & Nishat (2022) 

mengungkapkan bahwa pengukuran dampak jangka panjang 

dari K3 masih menghadapi tantangan, terutama dalam industri 

tertentu. 

Dengan demikian, manajemen K3 berperan tidak hanya 

dalam melindungi tenaga kerja tetapi juga dalam meningkatkan 

efisiensi, produktivitas, dan retensi karyawan. Penelitian ini 

menyoroti pentingnya HRIS sebagai pemoderasi yang dapat 

memperkuat hubungan antara manajemen K3, pengawasan, 

dan kebijakan pemerintah (governance) terhadap kinerja tenaga 

kerja di industri garmen. Pendekatan berbasis teknologi ini 

diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas 

sistem keselamatan kerja di era industri modern. 

c. Indikator Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Efektivitas penerapan Manajemen K3 diukur melalui tiga 

indikator utama, yaitu implementasi standar keselamatan kerja, 

program pelayanan kesehatan kerja rutin, dan sertifikasi 

pelatihan K3 bagi karyawan. Indikator-indikator ini 

mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen 

perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman 

dan produktif (Hidayah dkk., 2022; Nur dkk., 2023; Roxas 

dkk., 2023). 

1) Implementasi Standar Keselamatan Kerja 

Penerapan standar keselamatan mencakup prosedur 

kerja yang terdokumentasi, penggunaan alat pelindung diri 

(APD), dan identifikasi bahaya dan risiko, analisis risiko 

dan pengendalian risiko (HIRARC) secara berkala. 

Pengawas dan Tim P2K3 di perusahaan melakukan 

pengawasan inspeksi untuk memastikan kepatuhan terhadap 

regulasi serta memberi sanksi bila terjadi pelanggaran 

(Irianingtyas dkk., 2022). Sertifikasi K3 juga diberikan 

kepada perusahaan yang memenuhi standar keselamatan 

(Hidayah dkk., 2022). Selain itu, penelitian oleh Rifqi dkk. 

(2023) dan Antony (2022) menegaskan pentingnya adaptasi 

standar keselamatan terhadap risiko spesifik, seperti dalam 

sektor konstruksi. 
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2) Program Kesehatan Kerja Rutin 

Program ini meliputi pemeriksaan kesehatan awal 

berkala, khusus dan sebelum purna pada karyawan, 

penyediaan fasilitas medis di tempat kerja, serta promosi 

gaya hidup sehat (dengan topik pencegahan HIV-AIDS, 

TBc, Pencegahan Napza) melalui upaya Gerakan Pekerja 

Sehat, PHBS dan Germas,  bagi pekerja. Pemeriksaan rutin 

membantu deteksi dini potensi penyakit akibat kerja (Zipfel 

dkk., 2023; Kurnianingtias, 2022), sedangkan fasilitas 

kesehatan meningkatkan kesiapan penanganan kondisi 

darurat (Lestari & Nugroho, 2024). Dampak positifnya 

termasuk peningkatan efisiensi, penurunan ketidakhadiran, 

serta loyalitas dan moral karyawan yang lebih baik 

(Dwicahyaningtyas dkk., 2021; Rahmawati dkk., 2022). 

3) Pelatihan K3 untuk karyawan 

Pendidikan K3 bertujuan meningkatkan kesadaran dan 

keterampilan pekerja dalam menghadapi risiko kerja. 

Pelatihan ini mencakup penggunaan APD, prosedur 

keselamatan, dan respons darurat, serta diakhiri dengan 

sertifikasi bagi peserta yang lolos uji kompetensi (Roxas 

dkk., 2023). Pelatihan rutin dari pemerintah (governance),  

memperkuat penerapan budaya keselamatan dan kesehatan 

kerja dan mendorong penerapan prinsip-prinsip K3 secara 

berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, indikator-indikator ini mendukung 

terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan aman, 

menurunkan tingkat kecelakaan kerja, serta meningkatkan 

produktivitas dan daya saing perusahaan (Irianingtyas dkk., 

2022; Zipfel dkk., 2023). 

4. Pengawasan Kepatuhan K3 

Pengawasan kepatuhan K3 terhadap tenaga kerja, berperan 

penting dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan pemenuhan 

hak-hak pekerja. Kegiatan ini meliputi kepatuhan terhadap regulasi 

K3, implementasi sertifikasi, serta inspeksi rutin (Kusumawardani 

dkk., 2020). Di DIY, pengawasan tidak hanya bersifat 

pengendalian hukum, tetapi juga mencakup pembinaan dan 

pendampingan untuk memastikan penerapan K3 secara efektif di 

industri garmen. 

a. Pengertian Pengawasan Tenaga Kerja 

Pengawasan tenaga kerja adalah upaya sistematis 

pemerintah untuk memastikan perusahaan mematuhi standar 

ketenagakerjaan, termasuk K3, upah layak, jam kerja, dan 

kondisi kerja aman (Direktorat Jenderal Pembinaan 



14 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, 2024). Pengawasan 

dilakukan melalui inspeksi awal, rutin, khusus,  audit 

kepatuhan, dan pendampingan teknis. Secara teoretis, konsep 

ini didasarkan pada compliance theory dan regulasi sosial, 

yang menempatkan negara sebagai aktor normatif untuk 

mengarahkan perilaku organisasi sesuai hukum. Etzioni (2021) 

menegaskan bahwa pengawasan normatif dan rasional penting 

untuk mendorong organisasi bertindak secara etis dan taat 

regulasi. 

b. Indikator Pengawasan Kepatuhan Tenaga Kerja 

Pengawasan tenaga kerja merupakan salah satu instrumen 

penting dalam menjamin perlindungan hak dan keselamatan 

kerja dan kesehatan karyawan, khususnya dalam hal penerapan 

regulasi ketenagakerjaan seperti standar keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3). Berfokus pada peran penanggung jawab 

K3 perusahan dan pengawas ketenagakerjaan dari Pemerintah 

(Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan) adalah sangat vital 

dalam memastikan bahwa lingkungan kerja yang dihadapi 

karyawan, khususnya di industri garmen, memenuhi ketentuan 

normatif yang layak dan aman. Untuk mengukur efektivitas 

pengawasan tersebut dari sudut pandang karyawan, penelitian 

ini menggunakan tiga indikator utama, yaitu: pengawasan 

terhadap kepatuhan perusahaan dalam menerapkan regulasi 

K3, program sertifikasi K3 yang berdampak langsung pada 

kesiapan dan keselamatan kerja karyawan, serta pendampingan 

dan inspeksi rutin yang dirasakan oleh tenaga kerja. Ketiga 

indikator ini mencerminkan sejauh mana upaya sistematis 

pemerintah mampu menciptakan kondisi kerja yang 

mendukung keselamatan, kesejahteraan, dan peningkatan 

kinerja karyawan industri garmen. 

1) Pengawasan kepatuhan industri terhadap regulasi K3 

Kepatuhan industri terhadap regulasi K3 menjadi 

fokus utama dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Eryani dkk. (2017) dijelaskan bahwa 

salah satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan 

industri adalah ketersediaan fasilitas keselamatan kerja 

serta pemahaman pekerja terhadap prosedur keselamatan. 

Industri yang memiliki budaya keselamatan yang kuat 

cenderung lebih patuh terhadap regulasi dibandingkan 

dengan industri yang kurang memperhatikan aspek 

keselamatan kerja. Oleh karena itu, pengawasan harus 

dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa 
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seluruh perusahaan menerapkan kebijakan K3 yang sesuai 

dengan standar nasional dan internasional. 

2) Program Sertifikasi K3 sebagai bagian dari pengawasan 

Program sertifikasi K3 merupakan bagian dari upaya 

pengawasan oleh internal dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi DIY untuk meningkatkan kesadaran dan 

kompetensi tenaga kerja dalam bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja. Program ini memastikan bahwa pekerja 

memiliki kemampuan yang memadai dalam menerapkan 

prosedur keselamatan di tempat kerja. Justiani (2021) 

menyatakan bahwa pekerja bersertifikasi K3 memiliki 

kesiapan lebih tinggi dalam menghadapi potensi bahaya, 

sehingga sertifikasi tidak hanya menjadi bukti kompetensi, 

tetapi juga indikator kepatuhan perusahaan terhadap 

regulasi K3. 

3) Pendampingan dan Inspeksi Rutin 

Selain sertifikasi, pengawasan dilakukan melalui 

pendampingan teknis dan inspeksi rutin untuk memastikan 

penerapan standar keselamatan kerja. Permenaker 33 tahun 

2016 dan Permenaker 1 tahun 2020 tentang tata cara 

pengawasan ketenagakerjaan (2020) menekankan bahwa 

inspeksi rutin dapat mengidentifikasi risiko potensial di 

tempat kerja dan memberikan rekomendasi perbaikan, 

mencakup kebersihan, penggunaan APD, serta kepatuhan 

terhadap prosedur K3. Melalui pengawasan ketat dan 

pendampingan berkelanjutan, diharapkan angka kecelakaan 

kerja menurun dan kesejahteraan pekerja meningkat. 

5. Kebijakan Pemerintah (Governance) 

a. Pengertian Governance 

Dalam konteks ketenagakerjaan, governance merujuk 

pada tata kelola kebijakan, regulasi, dan mekanisme 

pengawasan yang dirancang oleh pemerintah untuk 

menciptakan hubungan industrial yang sehat dan produktif. 

Governance tidak hanya berkaitan dengan aturan formal, tetapi 

juga prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 

responsivitas, dan efektivitas dalam pengelolaan 

ketenagakerjaan. 

Di sektor garmen, governance mencakup kewajiban 

perusahaan terhadap pengesahan dokumen ketenagakerjaan 

(PP/PKB, SUSU, SMK3 dan P2K3), audit SMK3, pelaporan 

daring melalui WLKP, serta pelatihan dan sertifikasi layak K3 

(Kemenaker, 2025). Penggunaan istilah governance dalam 

penelitian ini lebih relevan dibandingkan government karena 
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mencerminkan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, 

industri, dan pekerja untuk menciptakan iklim kerja yang 

adaptif dan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan prinsip 

good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi dalam tata kelola ketenagakerjaan (Hidayah 

dkk., 2022). 

b. Indikator Kebijakan pemerintah (governance) 

Untuk memahami sejauh mana kebijakan pemerintah 

berperan dalam meningkatkan kinerja karyawan, penting untuk 

mengidentifikasi indikator-indikator utama yang 

mencerminkan implementasi governance dari perspektif tenaga 

kerja. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah tidak hanya 

dilihat sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai 

sistem yang memengaruhi langsung kondisi kerja, 

perlindungan hak, dan kesejahteraan karyawan, khususnya di 

industri padat karya seperti garmen. Oleh karena itu, indikator 

variabel governance dalam penelitian ini difokuskan pada 

bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap karyawan, 

yang mencakup tiga aspek utama: (1) implementasi regulasi 

dan kebijakan K3, (2) penegakan kepatuhan terhadap 

pengesahan dokumen kerja, serta (3) fasilitasi dan dukungan 

infrastruktur sistem digital ketenagakerjaan. Ketiga indikator 

ini merepresentasikan sejauh mana kebijakan pemerintah 

mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, layak, 

dan produktif bagi karyawan industri garmen. 

1) Implementasi Regulasi dan Kebijakan K3 

Implementasi regulasi dan kebijakan K3 dalam 

kerangka governance mencerminkan sejauh mana 

pemerintah membentuk sistem tata kelola yang mendukung 

penerapan keselamatan dan kesehatan kerja secara 

menyeluruh di sektor industri. Peran ini diwujudkan 

melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, seperti 

Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Sistem 

Manajemen K3 (SMK3), yang mengatur kewajiban 

perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan kerja. 

Selain itu, implementasi regulasi sebagai kebijakan 

pemerintah mencakup penyediaan infrastruktur 

kelembagaan untuk memfasilitasi pengesahan dokumen 

ketenagakerjaan yang berkaitan dengan K3 seperti 

pengesahan PP/PKB, SUSU, kelembagaan P2K3, dan Surat 

Keterangan Persyaratan K3 Dengan adanya sistem yang 

terintegrasi melalui platform digital seperti aplikasi WLKP 

Online, Aplikasi Teman K3.go.id Aplikasi Norma 100 dan 
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pppkb.kemnaker.go.id. Kebijakan pemerintah (governance) 

ini memastikan keterbukaan, kecepatan, dan akuntabilitas 

dalam proses legalisasi dokumen ketenagakerjaan. 

Implementasi regulasi dan kebijakan K3 yang konsisten dan 

berbasis sistem ini tidak hanya menjadi instrumen 

pelindung bagi tenaga kerja, tetapi juga menjadi fondasi 

tata kelola ketenagakerjaan yang modern dan kompetitif, 

sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan 

produktivitas tenaga kerja di sektor industri (Kemenperin, 

2024). 

2) Penegakan Kepatuhan Kebijakan dan Sistem Kelembagaan  

Penegakan kepatuhan melalui kebijakan dan sistem 

kelembagaan terhadap pengesahan dokumen kerja 

merupakan aspek penting dalam tata kelola ketenagakerjaan 

bagian dari kebijakan pemerintah (governance) yang 

bertujuan menjamin penerapan regulasi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) secara menyeluruh. Pemerintah 

melalui perangkat regulatif dan kelembagaan menetapkan 

mekanisme hukum dan administratif yang mengatur 

kewajiban perusahaan dalam menjalankan sistem K3, 

termasuk ketentuan mengenai standar operasional, 

pelaporan, dan dokumentasi kebijakan keselamatan. 

Pengawasan seperti inspeksi langsung yang menjadi 

domain pengawasan tenaga kerja dari Disnakertrans, 

governance dalam konteks ini menekankan pada 

keberadaan sistem penegakan seperti regulasi perizinan, 

persyaratan pengesahan dokumen kerja, serta konsekuensi 

administratif terhadap pelanggaran K3 yang diatur dalam 

peraturan pemerintah.. Dengan demikian, penegakan 

kepatuhan dalam konteks governance bukan hanya 

berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga membangun 

budaya kepatuhan melalui sistem regulatif, dukungan 

kelembagaan, dan digitalisasi layanan, yang pada akhirnya 

memperkuat keberlanjutan implementasi K3 di sektor 

industri (Hidayah dkk., 2022; Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, 2025). 

3) Fasilitasi dan Dukungan Infrastruktur Sistem Digital 

Ketenagakerjaan 

Pemanfaatan fasilitasi dan dukungan infrastruktur 

sistem digital merupakan bagian penting dari tata kelola 

ketenagakerjaan (governance) yang disusun oleh 

pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

aman, adaptif, dan berkelanjutan. Peran ini mencakup 
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penyediaan pelatihan K3 bersertifikasi, pengembangan 

kompetensi tenaga kerja, serta penetapan standar fasilitas 

keselamatan kerja seperti yang diatur dalam Undang-

Undang No 1 Tahun 1970, dan Permenaker No. 5 Tahun 

2018 tentang penerapan K3 di Lingkungan Tempat Kerja 

dan dan penerapan self assessment kepatuhan K3 

perusahaan garmen melalui aplikasi Norma 100 yang 

dikembangkan Kemenaker RI. Pendekatan ini 

mencerminkan pergeseran dari pengawasan konvensional 

menuju governance berbasis sistem yang partisipatif, 

transparan, efisien, dan kolaboratif. Dengan dukungan ini, 

perusahaan diharapkan lebih siap dalam mengelola risiko 

keselamatan kerja dan meningkatkan produktivitas melalui 

penguatan kapasitas tenaga kerja secara digital (Antony, 

2022; Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2025). 

6. Human Resources Information System (HRIS) 

a. Pengertian HRIS 

Human Resources Information System (HRIS) adalah 

sistem digital yang mengotomatiskan berbagai fungsi 

manajemen SDM seperti penggajian, absensi, dan penilaian 

kinerja (Vigren dkk., 2022). Penerapan HRIS meningkatkan 

efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan berbasis data 

(Ovcharuk & Petin, 2024). HRIS juga memungkinkan 

organisasi lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar 

dan meningkatkan pengalaman kerja (Kotler & Armstrong, 

2020). Malik & Scherer (2021) menekankan bahwa HRIS 

mendukung reformasi struktural dan strategi organisasi. 

Dengan digitalisasi SDM, HRIS menjadi kunci dalam 

peningkatan produktivitas dan daya saing organisasi di era 

Industri 4.0 (Rustam dkk., 2024; Ulfa, 2024). 

b. Indikator Penggunaan HRIS 

1) Penggunaan HRIS dalam manajemen tenaga kerja 

HRIS mendukung strategi Human Capital 

Management melalui efisiensi administrasi, manajemen 

data, dan pengambilan keputusan (Prasetyo & 

Setyadharma, 2022). HRIS juga meningkatkan keterlibatan 

karyawan melalui fitur digital seperti survei dan umpan 

balik (Arifuzzaman & Islam, 2024), serta memungkinkan 

pelatihan dan pengembangan keterampilan secara 

berkelanjutan. Analisis kinerja dan perencanaan karier juga 

menjadi lebih efektif (Sharma, 2023). 
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2) Pelatihan karyawan melalui platform online 

HRIS memungkinkan pelatihan fleksibel dan berbasis 

digital melalui Lerning Management System (LMS), yang 

mendukung pengembangan keterampilan dan efisiensi 

biaya (Rustam dkk., 2024; Kristanti & Hariyanti, 2024). 

Keberhasilan pelatihan bergantung pada kesiapan teknologi 

dan literasi digital (Yang & Fang, 2024). Dalam industri 

manufaktur, pelatihan digital meningkatkan sinkronisasi 

kompetensi teknis dan strategi (Shpakova dkk., 2022; 

Sriyolja dkk., 2021). 

3) Integrasi sistem manajemen SDM 

Integrasi HRIS menghubungkan fungsi SDM seperti 

rekrutmen, pelatihan, dan manajemen kinerja secara 

terpadu, sehingga meningkatkan efisiensi dan keputusan 

strategis (Zhang, 2023; Bai, 2024). Tantangan utamanya 

adalah resistensi terhadap perubahan dan kompatibilitas 

sistem (Huo dkk., 2024), yang dapat diatasi dengan 

manajemen perubahan, pelatihan, komunikasi transparan, 

dan pemilihan teknologi yang tepat. 

7. Kinerja karyawan industri  

a. Pengertian Kinerja Karyawan Industri 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang mencerminkan 

kontribusi nyata individu terhadap pencapaian tujuan 

organisasi (Mercer dkk., 2020). Dalam industri padat karya 

seperti garmen, kinerja mencerminkan kompetensi, efisiensi, 

serta kepatuhan terhadap standar produksi yang ketat (Malik, 

2023; Goh dkk., 2023). Faktor-faktor seperti teknologi, 

motivasi, lingkungan kerja, dan kepemimpinan sangat 

memengaruhi kinerja, terlebih dalam konteks Revolusi Industri 

4.0 (Akram dkk., 2020; Bag dkk., 2021). Kinerja yang tinggi 

mendukung produktivitas, daya saing, dan kelangsungan usaha 

(Ardhiyansyah & Juniansyah, 2024; Harini dkk., 2020; Kumar 

Singh dkk., 2023). 

b. Indikator Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan merupakan elemen kunci dalam 

menentukan keberhasilan dan daya saing organisasi, khususnya 

di tengah industri yang terdigitalisasi dan kompetitif. Evaluasi 

kinerja secara objektif membutuhkan indikator yang 

mencerminkan kontribusi nyata karyawan terhadap 

produktivitas dan efisiensi operasional. Indikator utama 

meliputi efisiensi produksi berbasis teknologi, penurunan 

kecelakaan kerja, peningkatan kepuasan dan retensi karyawan, 
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serta kualitas produk. Keempat aspek ini merepresentasikan 

peran strategis tenaga kerja dalam mencapai tujuan organisasi. 

1) Peningkatan Efisiensi Produksi melalui Teknologi 

Penggunaan metode seperti Six Sigma dan DMAIC 

membantu meningkatkan kontrol kualitas dan efisiensi 

(Mulkialif & Bachtiar, 2024). Strategi ini dikombinasikan 

dengan pemeliharaan mesin, pelatihan operator, dan 

visualisasi standar kerja (Sabilah & Daonil, 2024; 

Bamgbade dkk., 2024; Tinkov dkk., 2023; Wang & 

Tseng, 2023). 

2) Penurunan Tingkat Kecelakaan Kerja 

Implementasi K3 meningkatkan rasa aman, motivasi 

kerja, serta mengurangi biaya dan waktu kerja yang 

hilang (Justiani, 2021; Kurnianingtias, 2022; Rifqi dkk., 

2023). K3 juga meningkatkan kualitas hasil kerja karena 

pekerja dapat lebih fokus dan produktif. 

3) Peningkatan Kepuasan dan Retensi Karyawan 

Kepuasan dan loyalitas meningkat melalui pelatihan 

berkelanjutan, insentif berbasis kinerja, serta program 

kesejahteraan karyawan (Harini dkk., 2020; Hanif dkk., 

2024). Retensi yang tinggi menurunkan biaya rekrutmen 

dan menjaga stabilitas operasional. 

4) Kualitas Produk yang Dihasilkan 

Metode Six Sigma membantu menurunkan tingkat 

cacat produk dan menjaga kualitas melalui pendekatan 

berbasis data (Mulkialif & Bachtiar, 2024). Teknologi 

seperti sensor dan sistem inspeksi mendukung deteksi dini 

cacat (Fathurohman & Mulyati, 2023). 

B. Kajian Penelitian Sebelumnya 

Kajian penelitian terdahulu menjadi fondasi penting dalam 

memahami perspektif yang telah dikaji, sekaligus mengidentifikasi 

kesenjangan penelitian (research gap) sebagai dasar pengembangan 

studi ini. Berbagai studi sebelumnya meneliti aspek manajemen SDM, 

keselamatan kerja, dan keterlibatan karyawan dengan pendekatan 

yang beragam. Tinjauan ini memperkaya landasan teoretis dan 

membantu penyusunan metodologi yang lebih relevan. Tabel berikut 

merangkum penelitian-penelitian tersebut sebagai referensi utama 

dalam studi ini. 

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), digitalisasi manajemen SDM, 

serta strategi pengembangan kompetensi berkontribusi signifikan 

terhadap peningkatan kinerja karyawan. Rifqi dkk. (2023) dan Mutegi 

dkk. (2023) menyoroti bahwa pelatihan dan implementasi K3 mampu 
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menekan angka kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas. 

Haque dan Nishat (2022), Wang (2024), serta Johnson dan Gueutal 

(2020) menegaskan bahwa digitalisasi HRM melalui HRIS, e-HR, dan 

data analytics berdampak positif terhadap efisiensi operasional dan 

pengambilan keputusan strategis, meskipun dihadapkan pada 

tantangan seperti privasi data dan resistensi organisasi (Ferdous dkk., 

2015). Penelitian Alam dkk. (2024) dan Kalia dkk. (2024) 

menekankan pentingnya praktik HR seperti kompensasi, appraisal, 

dan peran supervisi dalam meningkatkan keterlibatan dan retensi 

karyawan. Ulfa (2024), Rustam dkk. (2024), dan Kristanti & Hariyanti 

(2024) menggarisbawahi bahwa transformasi digital membutuhkan 

pengembangan kompetensi karyawan melalui literasi digital dan 

pelatihan berkelanjutan. Sementara itu, Sabilah dan Daonil (2024) 

menunjukkan bahwa reorganisasi proses produksi berbasis teknologi 

seperti operation process chart (OPC) dan value Stream Mapping 

(VSM) dapat meningkatkan efisiensi hingga 30%, khususnya di 

industri garmen. Terakhir, peran pemerintah dalam pengawasan K3 

dinilai belum optimal karena kendala implementasi di lapangan 

(Sahranafa & Kriswibowo, 2024). 

Penelitian terdahulu menunjukkan kelebihan dan keterbatasan 

yang menjadi dasar kebaruan studi ini. Rifqi dkk. (2023) menyoroti 

efektivitas K3 dalam menekan kecelakaan kerja, namun belum 

membahas dampak jangka panjang dan integrasi HRIS. Susetyo dkk. 

(2020) menekankan pendekatan partisipatif dalam K3, tetapi tanpa 

analisis kuantitatif dan keterkaitan dengan kinerja atau teknologi. 

Haque dan Nishat (2022) mengulas digitalisasi HRM melalui e-

performance appraisal, namun belum menyentuh konteks industri 

padat karya dan faktor manajerial seperti governance. Wang (2024) 

menekankan manfaat HRIS dalam efisiensi dan keputusan strategis, 

tetapi tidak mengeksplorasi peran moderasi HRIS serta menghadapi 

isu bias data dan privasi. Beadles dkk. (2015) fokus pada fungsi HRIS 

di sektor publik, namun belum mengukur dampaknya pada kinerja 

tenaga kerja. Mutegi dkk. (2023) menemukan pelatihan K3 

meningkatkan produktivitas, tetapi belum mengintegrasikan 

pendekatan digital. Johnson dan Gueutal (2020) serta Ferdous dkk. 

(2015) menyoroti e-HR dan hambatan implementasi HRIS, namun 

belum membahas pengaruhnya terhadap kinerja atau fungsi 

manajerial. 

Secara umum, studi sebelumnya cenderung terfragmentasi dan 

belum menyatukan dimensi manajerial (K3, pengawasan, governance) 

dan teknologi (HRIS) dalam satu model yang komprehensif. Belum 

ada penelitian yang menempatkan HRIS sebagai variabel moderasi 

dalam hubungan K3 dan pengawasan terhadap kinerja, khususnya di 
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industri padat karya seperti garmen di DIY. Oleh karena itu, penelitian 

ini mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan integratif sebagai 

dasar kebaruan konseptual dan empiris. 

C. Pembentukan Hipotesis 

1. Pengaruh Manajemen K3 terhadap Kinerja Karyawan Industri 

Garmen di DIY 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

memainkan peran strategis dalam peningkatan kinerja karyawan 

industri garmen di DIY yang rentan terhadap risiko kerja. 

Disnakertrans DIY aktif dalam pengawasan, pelatihan, dan 

digitalisasi pengelolaan K3 (Justiani, 2021; Kusumawardani dkk., 

2020). Penerapan K3 yang efektif terbukti menekan kecelakaan 

kerja dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas (Mutegi dkk., 

2023; Rifqi dkk., 2023). Selain itu, K3 juga mendorong motivasi 

dan loyalitas karyawan (Kurnianingtias, 2022), apalagi jika 

didukung sistem digital seperti HRIS meskipun masih memerlukan 

tata kelola yang adil (Huo dkk., 2024; Sharma, 2023). 

Hipotesis 1: Manajemen K3 berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan industri garmen di DIY. 

2. Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan Industri 

Garmen di DIY 

Pengawasan kepatuhan K3 menjamin kepatuhan terhadap 

regulasi K3 dan kesejahteraan pekerja (Kusumawardani dkk., 

2020), dilakukan melalui inspeksi, audit, dan pemantauan sistem 

manajemen risiko (Permenaker, 2018). Efektivitas pengawasan 

terbukti meningkatkan keselamatan, motivasi kerja, serta efisiensi 

perusahaan (Ahmad dkk., 2019). Aspek kesejahteraan seperti 

pengupahan dan jaminan sosial juga memperkuat loyalitas 

karyawan (Harini dkk., 2020; Lestari & Nugroho, 2024). Dalam 

era digital, pengawasan diperluas ke penggunaan teknologi seperti 

HRIS (Ovcharuk & Petin, 2024), menjadikannya instrumen 

penting dalam mendukung produktivitas SDM. 

Hipotesis 2: Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan industri garmen di DIY. 

3. Pengaruh Governance terhadap Kinerja Karyawan Industri 

Garmen di DIY 

Governance ketenagakerjaan, melalui regulasi, fasilitasi 

pelatihan, dan digitalisasi sistem ketenagakerjaan, menjadi 

instrumen penting dalam peningkatan kinerja karyawan. 

Pemerintah DIY melalui kebijakan seperti UU Ketenagakerjaan 

dan program K3, mendorong terciptanya lingkungan kerja yang 

aman dan produktif (Kemenakertrans, 1987). Pengesahan 

PP?PKB, SUSU, P2K3, SMK3, Surat Keterangan Persyaratan K3 
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serta sistem digital seperti pppkb.kemnaker.go.id dan 

wajiblapor.kemnaker.go.id, aplikasi Teman K3, aplikasi norma 

100. menunjukkan bentuk konkret peran governance (Kemenaker 

RI, 2025; Pusat Perencanaan dan Teknologi Informasi 

Ketenagakerjaan, 2024). Selain itu, pelatihan melalui BLK dan 

dukungan digitalisasi industri memperkuat adaptabilitas dan 

kompetensi tenaga kerja (Antony, 2022; Bag dkk., 2021; Mulkialif 

& Bachtiar, 2024). 

Hipotesis 3: Governance berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan industri garmen di DIY. 

4. Pengaruh Human Resources Information System (HRIS) terhadap 

Kinerja Karyawan 

HRIS memfasilitasi pengelolaan SDM yang efisien dan 

berbasis data, mulai dari absensi, penggajian, hingga evaluasi 

berbasis KPI (Ovcharuk & Petin, 2024; Prasetyo & Setyadharma, 

2022). HRIS juga meningkatkan keterlibatan dan kepuasan kerja 

melalui pelatihan daring dan komunikasi digital (Surucu-Balci 

dkk., 2024; Arifuzzaman & Islam, 2024). Dengan integrasi AI dan 

analitik, HRIS mendukung monitoring kinerja real-time (Nesterak 

dkk., 2024). Namun, studi sebelumnya seperti Ferdous dkk. (2015) 

dan Johnson & Gueutal (2020) belum secara eksplisit menilai 

pengaruh HRIS terhadap kinerja tenaga kerja, khususnya di 

industri padat karya. 

Hipotesis 4: Human Resources Information System (HRIS) 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan industri garmen di 

DIY. 

5. Peran Moderasi HRIS dalam Hubungan Manajemen K3 dan 

Kinerja Karyawan 

Efektivitas manajemen K3 dapat ditingkatkan dengan 

dukungan HRIS yang memungkinkan pencatatan insiden, 

pelatihan, dan pelaporan real-time (Justiani, 2021; Ovcharuk & 

Petin, 2024). HRIS memperkuat pengaruh K3 terhadap kinerja 

karena menyajikan informasi akurat dan dapat ditindaklanjuti (Nur 

dkk., 2023). Organisasi yang mengintegrasikan HRIS ke dalam 

manajemen K3 terbukti memiliki produktivitas lebih tinggi dan 

risiko kecelakaan lebih rendah (Irianingtyas dkk., 2022). Namun, 

penelitian sebelumnya belum menempatkan HRIS sebagai variabel 

moderasi dalam hubungan ini (Ferdous dkk., 2015; Johnson & 

Gueutal, 2020; Beadles dkk., 2015). 

Hipotesis 5: HRIS memoderasi secara positif hubungan antara 

manajemen K3 dan kinerja karyawan industri garmen di DIY. 

6. Pengaruh HRIS dalam Memoderasi Pengaruh Pengawasan  

terhadap Kinerja Karyawan Industri Garmen di DIY 
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Pengawasan kepatuhan K3 merupakan elemen vital dalam 

menjamin kondisi kerja yang aman, adil, dan produktif di industri 

garmen. Di DIY, Disnakertrans mengawasi implementasi regulasi 

ketenagakerjaan, termasuk K3, upah, jam kerja, dan jaminan sosial 

(Lestari & Nugroho, 2024). Namun, efektivitas pengawasan sangat 

bergantung pada kemampuan pengelolaan data yang cepat dan 

akurat. 

HRIS berperan mendukung pengawasan dengan pencatatan 

kehadiran, jam kerja, penggajian, dan pelatihan secara real-time 

(Feng dkk., 2024; Ovcharuk & Petin, 2024). Sistem ini 

memudahkan deteksi pelanggaran, mempercepat tindakan korektif, 

serta meningkatkan transparansi dan objektivitas audit. Sharma 

(2023) menemukan bahwa penggunaan HRIS meningkatkan 

kepatuhan ketenagakerjaan melalui transparansi dan akuntabilitas. 

Meski demikian, tantangan seperti resistensi digital, keterampilan 

rendah, dan infrastruktur terbatas perlu diatasi (Huo dkk., 2024). 

Studi sebelumnya (Ferdous dkk., 2015; Beadles dkk., 2015) 

lebih banyak menyoroti fungsi administratif HRIS, belum 

mengeksplorasi perannya sebagai pemoderasi antara pengawasan 

dan kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi celah 

tersebut. 

Hipotesis 6: HRIS memoderasi dan memperkuat pengaruh 

pengawasan tenaga kerja terhadap kinerja karyawan industri 

garmen di DIY. 

7. Pengaruh HRIS dalam Memoderasi Pengaruh Governance 

terhadap Kinerja Karyawan Industri Garmen di DIY 

Governance ketenagakerjaan meliputi regulasi, transparansi, 

akuntabilitas, dan konsistensi dalam kebijakan ketenagakerjaan. 

Tata kelola yang baik menciptakan lingkungan kerja sehat dan 

meningkatkan kinerja melalui rasa aman dan kepercayaan (Lestari 

& Nugroho, 2024). Namun, implementasinya sering terkendala 

birokrasi, kurang integrasi data, dan komunikasi yang lemah. 

HRIS berfungsi memperkuat governance melalui 

dokumentasi kebijakan, pengelolaan kontrak, pelaporan 

pelanggaran, dan sistem umpan balik digital (Ovcharuk & Petin, 

2024; Vigren dkk., 2022). Sistem ini memungkinkan governance 

yang responsif, akuntabel, dan berbasis bukti. 

Meski studi sebelumnya (Beadles dkk., 2015; Johnson & 

Gueutal, 2020) menggarisbawahi kontribusi HRIS terhadap 

efisiensi SDM, belum banyak yang menempatkannya sebagai 

pemoderasi antara governance dan kinerja. Dalam konteks DIY, 

integrasi HRIS dengan sistem seperti WLKP menjadi penting 
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dalam mempercepat alur kebijakan, memperjelas hak dan 

kewajiban, serta meningkatkan produktivitas karyawan. 

Hipotesis 7: HRIS memoderasi dan memperkuat pengaruh 

governance terhadap kinerja karyawan industri garmen di DIY. 

D. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian ini menggambarkan hubungan kausal antara 

Manajemen K3 (MK3), Pengawasan Tenaga Kerja (PTK), dan 

Governance (GV) terhadap Kinerja Karyawan Industri Garmen di 

DIY. HRIS (Human Resources Information System) berperan ganda: 

sebagai variabel independen yang memengaruhi langsung kinerja, 

sekaligus sebagai pemoderasi yang memperkuat pengaruh variabel 

lain terhadap kinerja. 

Model ini disusun berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, 

dan diuji menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) melalui 

SmartPLS 4. Adapun indikator masing-masing variabel adalah: MK3: 

(1) implementasi standar keselamatan kerja, (2) program kesehatan 

kerja rutin, (3) pelatihan K3; PTK: (1) pengawasan kepatuhan 

regulasi K3, (2) sertifikasi K3, (3) pendampingan dan inspeksi 

langsung; GV: (1) regulasi dan kebijakan K3, (2) pengesahan 

dokumen perusahaan, (3) pemanfaatan sistem digital; HRIS: (1) 

penggunaan sistem digital SDM, (2) pelatihan online, (3) integrasi 

manajemen SDM; KKIG: (1) efisiensi produksi, (2) penurunan 

kecelakaan kerja, (3) kepuasan dan retensi, (4) kualitas produk. 

Model ini memungkinkan evaluasi hubungan langsung dan peran 

moderasi HRIS dalam memperkuat pengaruh ketiga variabel terhadap 

kinerja karyawan. 

 
Gambar 2. 1  Kerangka Penelitian 
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Berdasarkan kerangka tersebut, hipotesis penelitian yang 

diajukan adalah: 

H1:  Manajemen K3 berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

H2:  Pengawasan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

H3:  Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H4:  HRIS berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

H5:  HRIS memoderasi pengaruh Manajemen K3 terhadap kinerja 

karyawan. 

H6:  HRIS memoderasi pengaruh Pengawasan tenaga kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

H7:  HRIS memoderasi pengaruh Governance terhadap kinerja 

karyawan. 

Model ini mencerminkan bagaimana penerapan standar 

keselamatan kerja, pengawasan regulatif oleh Disnakertrans, dan 

dukungan governance melalui regulasi serta infrastruktur digital, 

secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan. Adapun 

peran HRIS menempati posisi strategis sebagai penguat hubungan 

tersebut melalui efisiensi digital dalam pengelolaan tenaga kerja.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN  

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

paradigma positivistik yang sistematis dan objektif untuk menjamin 

validitas serta reliabilitas hasil. Strategi yang digunakan adalah survei 

cross-sectional, di mana data primer dikumpulkan melalui kuesioner 

terstruktur dan data sekunder sebagai pelengkap analisis. Pendekatan 

deduktif digunakan dengan pengujian hipotesis berdasarkan teori yang 

telah dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2020; Arikunto, 2021). 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan industri garmen 

di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tergolong dalam kategori 

Industri Besar dan Sedang (IBS) sesuai KBLI 14 (industri pakaian jadi). 

Berdasarkan data BPS Provinsi DIY tahun 2024, dari total 589 

perusahaan IBS, terdapat 78 perusahaan (13,24%) yang bergerak di 

sektor garmen. Validasi data dilakukan menggunakan basis internal 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY yang 

mencakup profil perusahaan mitra dalam program pengawasan, 

pelatihan, dan pembinaan K3. 

Responden terdiri dari pemilik, manajer, atau personil middle-top 

management yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan 

SDM, operasional, dan dukungan teknis produksi. Untuk memperoleh 

perspektif manajerial yang komprehensif, dikirimkan tiga kuesioner 

kepada setiap perusahaan, masing-masing untuk perwakilan manajemen 

SDM, manajemen produksi, dan manajemen teknis, sehingga total 

target responden adalah 234 orang (78 perusahaan × 3). Penelitian 

dilakukan di lima wilayah administrasi di DIY: Kota Yogyakarta, 

Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul, dengan konsentrasi 

tertinggi industri garmen di Sleman dan Bantul. 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, 

dengan kriteria: (1) perusahaan telah beroperasi minimal lima tahun, (2) 

memiliki sistem manajemen SDM (digital atau konvensional), dan (3) 

memiliki pengalaman penerapan K3 dan interaksi dengan Disnakertrans 

DIY dalam program ketenagakerjaan. Pemilihan sampel ini diharapkan 

menghasilkan data yang relevan dan valid untuk menguji hipotesis 

penelitian. 

C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder. 
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1. Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari responden melalui 

kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam dengan manajer 

HRD, supervisor produksi, dan tenaga kerja (Sugiyono, 2020; 

Winarno, 2020). Instrumen kuesioner mencakup variabel 

Manajemen K3, Pengawasan Tenaga Kerja, Governance, 

implementasi HRIS, dan Kinerja Karyawan. Wawancara 

digunakan untuk mendalami persepsi, pengalaman, dan tantangan 

penerapan HRIS serta kontribusi manajemen K3 dan pengawasan 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari sumber resmi seperti BPS, 

laporan tahunan perusahaan, regulasi pemerintah, dokumen 

Disnakertrans DIY, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. 

Informasi ini mencakup jumlah dan karakteristik industri garmen, 

implementasi K3, serta sistem digital ketenagakerjaan. Kombinasi 

data primer dan sekunder memberikan gambaran komprehensif 

tentang keterkaitan variabel penelitian serta memperkuat 

keabsahan analisis. 

Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert 

dengan rentang 1–5 untuk menangkap tingkat persetujuan 

responden terhadap pernyataan dalam kuesioner. Skala ini efektif 

dalam mengukur persepsi dan sikap terhadap fenomena yang 

diteliti dan telah terbukti relevan dalam penelitian sosial 

(Sugiyono, 2020). Indikator variabel diturunkan secara operasional 

untuk menjamin kejelasan dan akurasi dalam pengukuran setiap 

konstruk. 

Tabel 3. 1 Katagori Pengukuran 

Nilai Kualifikasi 

1 Sangat Tidak Setuju (STS)  

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Netral (N) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuju (SS) 

Sumber: Sugiyono (2020) 

 

D. Definisi Operasional Variabel dan Jenis Variabel Penelitian 

Definisi operasional dalam penelitian digunakan untuk membatasi 

persepsi dalam penelitian ini, sehingga dapat menyamakan persepsi 

dalam analisis dan mengurangi bias dalam penelitian. Penelitian ini 

mengkaji hubungan antara lima variabel yang diuji secara empiris, 

yakni: 
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1. Manajemen K3 

Dalam penelitian ini, Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan, 

prosedur, dan praktik strategis yang diterapkan oleh perusahaan 

untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko 

keselamatan serta kesehatan di tempat kerja guna menciptakan 

lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif (Goetsch, 2021; 

Hughes & Ferrett, 2021). Variabel ini diukur melalui tiga dimensi 

utama: 

a. Implementasi standar keselamatan kerja, mencakup: 

­ Kepatuhan terhadap regulasi 

­ Penggunaan alat pelindung diri (APD) 

­ Evaluasi risiko secara berkala 

­ Inspeksi internal perusahaan 

b. Program kesehatan kerja rutin, meliputi: 

­ Pemeriksaan kesehatan berkala 

­ Penyediaan fasilitas seperti klinik dan ruang P3K 

­ Promosi gaya hidup sehat dan manajemen stres 

c. Pelatihan K3 untuk karyawan, termasuk: 

­ Penyuluhan prosedur keselamatan 

­ Penggunaan APD 

­ Simulasi tanggap darurat dan ergonomi kerja 

2. Peran Pengawasan Tenaga Kerja 

Pengawasan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses 

sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk memastikan kepatuhan 

perusahaan terhadap regulasi K3 dan ketenagakerjaan. Tiga 

indikator utama dari variabel ini adalah: 

a. Pengawasan kepatuhan terhadap regulasi K3, mencakup: 

­ Evaluasi ketersediaan fasilitas keselamatan 

­ Kepatuhan prosedur operasional standar 

b. Sertifikasi K3 sebagai instrumen pengawasan, meliputi: 

­ Pelatihan pekerja terkait K3 

­ Pengakuan kompetensi melalui sertifikat resmi 

c. Pendampingan dan inspeksi langsung, meliputi: 

­ Pengecekan kondisi lingkungan kerja 

­ Pengawasan penggunaan APD 

­ Kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat 

3. Peran Kebijakan Pemerintah (Governance) 

Governance dalam konteks ketenagakerjaan adalah sistem 

tata kelola yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin 

penerapan standar keselamatan kerja secara adil dan berkelanjutan. 
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Variabel ini dioperasionalisasikan dalam tiga indikator sebagai 

berikut: 

a. Implementasi regulasi dan kebijakan K3, mencakup 

­ Penyusunan dan penegakan regulasi keselamatan kerja 

­ Evaluasi efektivitas pelaksanaan K3 di perusahaan 

b. Pengesahan dokumen ketenagakerjaan, meliputi: 

­ Peraturan Perusahaan (PP/PKB/SUSU) 

­ Pengesahan struktur organisasi P2K3 

­ Sertifikasi Audit SMK3  

c. Pemanfaatan sistem digital ketenagakerjaan, termasuk: 

­ Pemanfaatan WLKP online dan Aplikasi Norma 100 

­ Pelaporan K3 melalui Teman K3.id 

­ Pengajuan Surat Keterangan Persyaratan K3 

 

4. Human Resources Information System (HRIS) 

Dalam penelitian ini, Human Resources Information System 

(HRIS) didefinisikan sebagai sistem digital terintegrasi yang 

digunakan untuk mengelola fungsi-fungsi utama sumber daya 

manusia dalam suatu organisasi secara efisien, efektif, dan adaptif 

terhadap perubahan teknologi. HRIS mencakup penggunaan 

aplikasi dan perangkat lunak untuk mengotomatisasi tugas-tugas 

administratif, meningkatkan akses terhadap data karyawan, serta 

mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan 

SDM (Kotler & Armstrong, 2020; Vigren dkk., 2022). 

Operasionalisasi HRIS dalam penelitian ini diukur melalui 

tiga indikator utama berikut: 

a. Penggunaan HRIS dalam manajemen tenaga kerja, yang 

mencakup: 

­ Efisiensi proses administrasi 

­ Aksesibilitas data 

­ Transparansi sistem 

­ Pengambilan keputusan berbasis data 

(Ovcharuk & Petin, 2024; Prasetyo & Setyadharma, 

2022) 

b. Pelatihan karyawan melalui platform online, yaitu penerapan 

Learning Management System (LMS) untuk: 

­ Meningkatkan keterampilan 

­ Mendukung pengembangan karier secara fleksibel dan 

digital 

(Kristanti & Hariyanti, 2024; Rustam dkk., 2024) 

c. Integrasi sistem manajemen SDM, meliputi: 

­ Proses rekrutmen 

­ Pelatihan 
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­ Penilaian kinerja 

­ Kompensasi dalam satu sistem yang terhubung 

(Bai, 2024; Zhang, 2023) 

Dengan implementasi HRIS yang baik, perusahaan 

diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih 

responsif, meningkatkan keterlibatan karyawan, serta memperkuat 

daya saing organisasi dalam menghadapi era transformasi digital. 

5. Kinerja Karyawan Industri Garmen DIY 

Kinerja karyawan industri dalam penelitian ini didefinisikan 

sebagai tingkat pencapaian kerja individu dalam organisasi, baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mencerminkan 

kontribusi langsung terhadap produktivitas dan keberhasilan 

operasional perusahaan. Dalam konteks industri garmen, kinerja 

karyawan diukur berdasarkan lima indikator utama berikut: 

a. Peningkatan efisiensi produksi melalui adopsi teknologi, 

yang mencakup: 

­ Otomatisasi proses 

­ Pengurangan cacat produksi 

­ Optimalisasi waktu kerja 

(Mulkialif & Bachtiar, 2024; Sabilah & Daonil, 2024) 

b. Penurunan tingkat kecelakaan kerja, sebagai hasil dari: 

­ Penerapan K3 yang efektif 

­ Lingkungan kerja yang aman 

­ Fokus dan konsentrasi kerja yang meningkat 

(Justiani, 2021; Rifqi dkk., 2023) 

c. Peningkatan kepuasan dan retensi karyawan, melalui: 

­ Pengembangan kompetensi 

­ Lingkungan kerja yang kondusif 

­ Sistem penghargaan yang adil 

(Hanif dkk., 2024; Harini dkk., 2020) 

d. Kualitas produk yang dihasilkan, mengacu pada: 

­ Standar hasil produksi 

­ Konsistensi mutu 

­ Pengurangan variabilitas melalui Six Sigma dan teknologi 

pemantauan kualitas 

(Michalski, 2019; Mulkialif & Bachtiar, 2024) 

e. Kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar dan regulasi, 

yang mencerminkan: 

­ Kesiapan pekerja menghadapi Revolusi Industri 4.0 

­ Penguasaan kompetensi dan efisiensi tinggi 

(Akram dkk., 2020; Goh dkk., 2023) 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Instrumen Pendahuluan 

Dilakukan pada responden terbatas di industri garmen DIY untuk 

memastikan bahwa kuesioner valid dan reliabel sebelum digunakan 

secara luas. Kuesioner disusun dengan skala Likert 5 poin, masing-

masing indikator dikembangkan menjadi empat butir pernyataan 

berdasarkan teori pada Bab II. Uji instrumen menggunakan SPSS 

Statistics 23. 

a. Uji Validitas Instrumen 

Valid jika loading factor ≥ 0,5 atau nilai correlated item-total 

correlation positif dan r hitung > r tabel (Ghozali, 2021). 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Instrumen reliabel jika Cronbach’s Alpha > 0,7 (Ghozali, 2021; 

Sugiyono, 2020). 

2. Analisis Deskriptif 

Bertujuan menggambarkan karakteristik variabel: Manajemen 

K3, Pengawasan, Governance, dan peran HRIS dalam moderasi 

terhadap kinerja karyawan industri garmen DIY. Digunakan statistik 

deskriptif (mean, modus, standar deviasi) dengan SPSS Statistics 23 

untuk menyederhanakan data dan mengungkap pola umum 

(Sugiyono, 2020). 

3. Analisis Structural Equation Model (SEM) 

Menggunakan SEM berbasis PLS (SmartPLS v4) untuk menguji 

hubungan sebab-akibat antara variabel bebas (Manajemen K3, 

Pengawasan, Governance) dan variabel terikat (Kinerja), serta peran 

moderasi HRIS. SEM-PLS dipilih karena mampu menganalisis 

hubungan kompleks, variabel laten, dan data non-normal, serta 

cocok untuk sampel kecil (Ghozali, 2021; Winarno, 2020). 

SmartPLS juga mendukung analisis mediasi dan moderasi dalam 

satu model terpadu. 

4. Teknik Pengujian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk 

menguji hubungan antarvariabel secara objektif dan sistematis 

melalui analisis numerik (Sugiyono, 2020). Fokusnya adalah 

menganalisis pengaruh Manajemen K3, Pengawasan, dan 

Governance terhadap Kinerja Karyawan Industri Garmen di DIY, 

serta peran moderasi dari HRIS. 

a. Outer Model 

Outer model menjelaskan hubungan indikator dengan 

konstruk laten. Pengujian mencakup: 

1) Validitas Konvergen: indikator valid jika loading factor > 

0,7 dan AVE > 0,5. 
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2) Validitas Diskriminan: indikator harus memiliki nilai 

tertinggi pada konstruk yang diukurnya (cross-loading). 

3) Reliabilitas: dinilai dengan Composite Reliability dan 

Cronbach’s Alpha; dikatakan reliabel jika nilainya > 0,7 

(masih dapat diterima ≥ 0,6) (Ghozali, 2021; Winarno, 

2020). 

b. Inner Model (Model Struktural) 

Inner model menguji hubungan kausal antarvariabel laten. 

Penilaian dilakukan melalui nilai koefisien jalur (β) dan p-value. 

Nilai β menunjukkan arah dan kekuatan hubungan (positif atau 

negatif), sedangkan p-value menunjukkan signifikansi. Hipotesis 

dianggap signifikan jika: 

1) p-value < 0,1 (tingkat signifikansi 10%) 

2) p-value < 0,05 (tingkat 5%) 

3) p-value < 0,01 (tingkat 1%) (Ghozali, 2021) 

Dengan teknik ini, hubungan empiris antara variabel utama 

dan peran moderasi HRIS dapat diukur secara kuantitatif dan 

akurat. 

c. Model Persamaan struktural 

Model persamaan struktural digunakan untuk menguji 

hubungan antara manajemen K3, pengawasan  dan governance 

serta kinerja karyawan industri garmen di DIY sekaligus dengan 

peran HRIS pada sebagai pemoderasi mempengaruhi hubungan 

Manajemen K3 maupun Pengawasan tenaga kerja terhadap 

kinerja karyawan industri garmen di DIY. Model ini juga 

menguji bagaimana peran HRIS sebagai variabel pemoderasi 

dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel-

variabel tersebut. 

 

Pengujian Hipotesis 1: Pengaruh Manajemen K3 (MK3) 

terhadap Kinerja karyawan industri Garmen (KKIG): 

KKIG = 𝛾1 MK3 + 𝑒1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

 

Pengujian Hipotesis 2: Pengaruh Pengawasan Tenaga Kerja 

(PTK) terhadap Kinerja karyawan industri Garmen (KKIG): 

KKIG = 𝛾2 PTK + 𝑒2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 

 

Pengujian Hipotesis 3: Pengaruh kebijakan pemerintah 

(governance) (GV) terhadap Kinerja karyawan industri Garmen 

(KKIG) 

KKIG = 𝛾3 GV + 𝑒3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 
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Pengujian Hipotesis 4: Pengaruh Human Resources Information 

System (HRIS) terhadap Kinerja karyawan industri Garmen 

(KKIG) 

KKIG = 𝛾4 HRIS + 𝑒4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) 

 

Pengujian Hipotesis 5: Peran Human Resources Information 

System (HRIS) sebagai moderator antara Manajemen K3 (MK3) 

dan Kinerja karyawan industri Garmen (KKIG) 

KKIG = 𝛾5 MK3 + 𝛾5 (MK3 x HRIS) + 𝑒5   . . . . . . . . . . . . (5) 

 

Pengujian Hipotesis 6: Peran Human Resources Information 

System (HRIS) sebagai moderator antara Pengawasan Tenaga 

Kerja (PTK) dan Kinerja karyawan industri Garmen (KKIG): 

KKIG = 𝛾6 PTK + 𝛾6 (PTK x HRIS) + 𝑒6   . . . . . . . . . . . . . (6) 

 

Pengujian Hipotesis 7: Peran Human Resources Information 

System (HRIS) sebagai moderator antara Governance dan 

Kinerja karyawan industri Garmen (KKIG): 

KKIG = 𝛾7 GV + 𝛾7 (GV x HRIS) + 𝑒7    . . . . . . . . . . . . . . (7) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data 

a. Profil Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 

penyebaran kuesioner yang dilakukan dalam dua tahap. Pola 

sebaran kuesioner dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut ini: 

 

Tabel 4. 1  Peta Sebaran Kuesioner Penelitian 
 

Tahap Pengiriman Kusioner 
Kuesioner 

Kembali 

Kuesioner 

Layak Olah 

78 Perusahaan garmen x 3 Kuesioner = 234 (Total target) 

Tahap I 50 Kuesioner 45 Kuesioner 45 Kuesioner 

Tahap II 184 Kuesioner 182 Kuesioner 180 Kuesioner 

Total  234 Kuesioner 227 Kuesioner 225 Kuesioner 

 

Persentase 100 % 97,00 % 96,15 % 

Sumber: data yang diolah (2025) 

Dari Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa penyebaran 

kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada responden 

terpilih yang tersebar di lima wilayah administratif Daerah 

Istimewa Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, 

Kulon Progo, dan Gunungkidul. Responden merupakan 

perwakilan dari tiga fungsi utama di perusahaan garmen yang 

berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya manusia 

(SDM), operasional/produksi, serta aspek teknis pendukung 

dalam proses produksi. 

b. Karakteristik Responden 

1) Karakteristik Responden Berdasarkan Status pada 

Perusahaan 

Responden dalam penelitian ini diklasifikasikan 

berdasarkan status kedudukannya di perusahaan garmen. 

Dari total 225 responden, mayoritas adalah manajer atau 

pengelola bidang dengan jumlah sebanyak 193 orang, yang 

mencakup 85,78% dari keseluruhan responden. Di antara 

mereka, terdapat pembagian lebih lanjut berdasarkan 

tanggung jawab masing-masing: sebanyak 63 orang atau 

28,00% merupakan manajer operasional atau produksi, 

sebanyak 62 orang atau 27,56% merupakan manajer 

sumber daya manusia (SDM), dan sebanyak 68 orang atau 

30,22% merupakan manajer pendukung teknis atau bagian 

riset dan pengembangan (R&D). 
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Sementara itu, responden yang berstatus sebagai pemilik 

usaha tercatat sebanyak 32 orang atau 14,22% dari total 

keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden berasal dari posisi manajerial 

yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan 

operasional serta pengambilan keputusan strategis 

perusahaan garmen yang menjadi sasaran penelitian ini. 

2) Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan 

Dari total 225 responden, mayoritas berasal dari perusahaan 

yang termasuk dalam kategori kecil, yaitu memiliki antara 

10 hingga 99 karyawan, dengan jumlah sebanyak 153 

perusahaan atau sekitar 68% dari total. Selanjutnya, 

sebanyak 45 perusahaan atau 20% termasuk dalam kategori 

menengah, dengan jumlah karyawan berkisar antara 100 

hingga 499 orang. Adapun sebanyak 27 perusahaan atau 

12% dikategorikan sebagai perusahaan besar, yaitu 

memiliki lebih dari 500 karyawan. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden berasal dari unit usaha 

kecil, yang mencerminkan struktur dominan industri 

garmen di wilayah Yogyakarta. 

3) Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan perusahaan 

garmen di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang 

menjadi responden memiliki latar belakang pendidikan 

Sarjana (S1), yaitu sebanyak 78,57% dari total 225 

responden. Pendidikan Diploma 3 (D3) diikuti oleh 10,92% 

responden, sementara 6,72% merupakan lulusan SMA/K. 

Adapun responden dengan pendidikan lanjutan seperti 

Magister atau Doktor (S2/S3) tercatat sebanyak 3,78%. 

Temuan ini mencerminkan kecenderungan perusahaan 

garmen di DIY untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan 

tingkat pendidikan tinggi, khususnya sarjana, namun tetap 

membuka peluang bagi lulusan pendidikan menengah 

maupun lanjutan. 

c. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran umum mengenai persepsi responden terhadap lima 

variabel utama: Manajemen K3, Pengawasan Tenaga Kerja, 

Kebijakan Pemerintah (Governance), Human Resources 

Information System (HRIS), dan Kinerja Karyawan Industri 

Garmen di DIY. Setiap indikator diukur dengan skala Likert 1–

5 dan dianalisis berdasarkan nilai rata-rata, median, minimum, 

maksimum, dan standar deviasi.  
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap variabel 

Manajemen K3 (MK3), diperoleh nilai rata-rata untuk tiga 

indikator utama, yaitu: implementasi standar keselamatan kerja 

(mean = 3,723; median = 4,000; standar deviasi = 1,079), 

program kesehatan kerja rutin (mean = 3,757; median = 4,000; 

standar deviasi = 1,062), dan pelatihan K3 untuk karyawan 

(mean = 3,718; median = 4,000; standar deviasi = 1,074). Nilai 

minimum dari seluruh indikator adalah 1,000 dan maksimum 

5,000. Temuan ini memberikan gambaran awal mengenai 

persepsi responden terhadap pelaksanaan K3 di perusahaan 

garmen DIY dan menjadi landasan dalam menguji hubungan 

kausal antar variabel serta peran moderasi HRIS dalam model 

struktural penelitian ini. 

Hasil analisis deskriptif terhadap lima variabel utama dalam 

penelitian ini memberikan gambaran mengenai persepsi 

responden terhadap pelaksanaan berbagai aspek manajemen 

ketenagakerjaan di industri garmen DIY. 

1) Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (MK3) 

Pada variabel Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (MK3), nilai rata-rata setiap indikator 

berkisar antara 3,72 hingga 3,76 dengan standar deviasi 

sekitar 1,06 hingga 1,08. Hasil ini menunjukkan bahwa 

persepsi responden terhadap pelaksanaan K3 tergolong 

cukup tinggi. Indikator yang mencakup implementasi 

standar keselamatan kerja, program kesehatan kerja rutin, 

dan pelatihan K3 bagi karyawan mengindikasikan bahwa 

praktik keselamatan dan kesehatan kerja mulai diterapkan 

secara konsisten di lingkungan perusahaan, walaupun 

masih terdapat variasi persepsi antar unit usaha. 

2) Pengawasan Tenaga Kerja (PTK) 

Variabel Pengawasan Tenaga Kerja (PTK) juga 

menunjukkan persepsi yang relatif positif, dengan rata-

rata skor indikator antara 3,68 hingga 3,73 dan standar 

deviasi sekitar 1,09 hingga 1,10. Hal ini mencerminkan 

bahwa fungsi pengawasan dari pihak pemerintah maupun 

internal perusahaan dinilai cukup aktif, baik dalam bentuk 

pengawasan terhadap kepatuhan regulasi K3, pelaksanaan 

sertifikasi keselamatan kerja, maupun pendampingan 

langsung kepada perusahaan dalam pelaksanaan standar 

ketenagakerjaan. 

3) Governance (GV) 

Pada variabel Governance, hasil menunjukkan 

konsistensi persepsi responden, dengan rata-rata semua 
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indikator berada di angka 3,76 dan standar deviasi sekitar 

1,04. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola 

ketenagakerjaan, termasuk implementasi regulasi 

keselamatan kerja, pengesahan dokumen kerja seperti 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, serta 

pemanfaatan sistem digital ketenagakerjaan, telah berjalan 

dengan cukup baik di wilayah penelitian. 

4) Human Resource Information System (HRIS) 

Sebaliknya, variabel Human Resources Information 

System (HRIS) menunjukkan hasil yang relatif rendah 

dibandingkan variabel lainnya. Rata-rata dari ketiga 

indikator HRIS hanya berada pada kisaran 2,24 hingga 

2,26, dengan standar deviasi sekitar 1,04 hingga 1,05. Ini 

mencerminkan bahwa penerapan HRIS, baik dalam aspek 

pencatatan data karyawan, pelatihan berbasis digital, 

maupun integrasi informasi SDM, masih belum optimal di 

industri garmen DIY. Rendahnya nilai ini mengisyaratkan 

adanya tantangan dalam digitalisasi sistem manajemen 

SDM, baik dari sisi infrastruktur, kompetensi, maupun 

kesiapan organisasi. 

Adapun persepsi terhadap Kinerja Karyawan 

Industri Garmen (KKIG) tergolong tinggi. Keempat 

indikator yang mencerminkan efisiensi produksi, 

penurunan kecelakaan kerja, kepuasan dan retensi 

karyawan, serta kualitas produk, menunjukkan rata-rata di 

atas angka 4,00 dengan standar deviasi yang relatif 

rendah, yakni antara 0,64 hingga 0,67. Hal ini 

menandakan bahwa responden merasakan dampak positif 

dari sistem pengelolaan tenaga kerja terhadap kinerja 

individu maupun organisasi secara keseluruhan. 

Secara umum, hasil analisis ini mendukung 

pendekatan teori Human Capital Management (HCM) 

dan teori regulasi ketenagakerjaan, yang menekankan 

bahwa investasi pada pelatihan, sistem kerja yang aman, 

serta kepatuhan terhadap regulasi mampu mendorong 

peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Temuan ini 

juga menunjukkan bahwa tata kelola (governance) yang 

baik, yang diwujudkan melalui dukungan kebijakan, 

pengawasan regulatif, dan sistem dokumentasi, berperan 

penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang 

produktif. Namun, rendahnya skor pada variabel HRIS 

menjadi catatan penting bahwa proses transformasi digital 

dalam pengelolaan SDM masih belum optimal, padahal 



39 

HRIS memiliki potensi strategis dalam meningkatkan 

efisiensi administratif, pengambilan keputusan berbasis 

data, serta pengembangan SDM yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, HRIS perlu mendapat perhatian 

khusus sebagai variabel moderasi yang memperkuat 

hubungan antara manajemen K3, pengawasan, dan 

governance terhadap kinerja tenaga kerja. Integrasi sistem 

informasi SDM secara digital tidak hanya berfungsi 

sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai fondasi 

penting dalam membangun budaya kerja yang adaptif dan 

profesional di sektor padat karya seperti industri garmen. 

2. Hasil Analisis dan Pengujian 

Pengujian model dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares 

(SEM-PLS) melalui tiga tahap: outer model, inner model, dan 

pengujian hipotesis. Lima variabel utama yang diuji meliputi 

MK3, PTK, Governance, HRIS sebagai variabel moderasi, dan 

KKIG, dengan total 16 indikator. Evaluasi outer model dilakukan 

untuk menguji validitas dan reliabilitas, sementara inner model 

dianalisis menggunakan R², f², Q², dan path coefficients. Pengujian 

hipotesis dilakukan melalui bootstrapping pada SmartPLS 4 untuk 

melihat signifikansi pengaruh langsung dan moderasi HRIS dalam 

model struktural. 

 
Sumber: Data yang diolah (2025) 

Gambar 4. 1  Model Akhir Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 16 indikator untuk mengukur 

lima variabel laten: Manajemen K3, Pengawasan Tenaga Kerja, 

Governance, HRIS (masing-masing 3 indikator), dan Kinerja 

Karyawan Industri Garmen (4 indikator). Mengacu pada pedoman 

SEM-PLS (Ghozali, 2021; Hair dkk., 2021), jumlah minimum 

sampel yang disarankan adalah 160 responden. Penelitian ini 

melibatkan 225 kuesioner layak olah, melebihi batas minimum, 

sehingga memperkuat validitas, reliabilitas, dan ketepatan analisis 

struktural antarvariabel. 
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a. Uji Outer Model 

Pengujian outer model bertujuan memastikan bahwa 

seluruh indikator valid dan reliabel dalam mengukur konstruk 

laten. Evaluasi dilakukan berdasarkan nilai outer loading, di 

mana ambang batas ≥ 0,70 (Hair dkk., 2021). Seluruh 

indikator dalam penelitian ini menunjukkan nilai sangat 

tinggi, berkisar antara 0,960 hingga 0,996, menandakan 

validitas konvergen yang sangat baik. 

Indikator Manajemen K3, Pengawasan Tenaga Kerja, 

Governance, HRIS, dan Kinerja Karyawan semuanya 

melebihi batas minimum, mencerminkan kontribusi kuat 

terhadap konstruk masing-masing. Dengan demikian, semua 

indikator dinyatakan layak digunakan dalam pengujian 

selanjutnya. 

Selain outer loading, evaluasi outer model juga mencakup 

AVE untuk proporsi varian yang dijelaskan konstruk, 

Composite Reliability untuk konsistensi internal, dan 

Cronbach’s Alpha sebagai indikator awal reliabilitas. 

Keempat ukuran ini memastikan indikator telah memenuhi 

syarat empiris sebelum uji inner model dilakukan. 

1) Convergent Validity 

Pengujian outer model menunjukkan bahwa seluruh 

indikator dalam model ini memenuhi kriteria validitas 

konvergen, dibuktikan dengan nilai outer loading yang 

sangat tinggi (di atas 0,95).   

Pada variabel Manajemen K3 (MK3), ketiga 

indikator memiliki nilai loading yang sangat kuat, yakni 

MK3.1 = 0,995; MK3.2 = 0,993; dan MK3.3 = 0,996. 

Variabel Pengawasan Tenaga Kerja (PTK) juga 

menunjukkan hasil serupa, dengan PTK.1 = 0,990; PTK.2 

= 0,996; dan PTK.3 = 0,995. Untuk variabel Governance 

(GV), nilai loadingnya adalah GV.1 = 0,987; GV.2 = 

0,986; dan GV.3 = 0,988.  

Selanjutnya, pada variabel HRIS, nilai loading 

masing-masing indikator adalah HRIS.1 = 0,996; HRIS.2 

= 0,996; dan HRIS.3 = 0,995. Terakhir, pada variabel 

Kinerja Karyawan Industri Garmen (KKIG), keempat 

indikator memiliki nilai yang juga tinggi, yaitu KKIG.1 = 

0,969; KKIG.2 = 0,963; KKIG.3 = 0,960; dan KKIG.4 = 

0,985. 

Semua nilai ini jauh di atas ambang batas 0,70 (Hair 

dkk., 2021), menunjukkan bahwa indikator secara kuat 
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merefleksikan konstruknya dan model layak untuk 

pengujian inner model. 

2) Discriminant Validity 

Discriminant validity mengacu pada kemampuan 

konstruk untuk membedakan diri dari konstruk lain, yang 

diuji menggunakan kriteria Fornell-Larcker. Validitas 

diskriminan dianggap terpenuhi bila akar kuadrat AVE 

dari suatu konstruk lebih tinggi dari korelasi dengan 

konstruk lain. 

 

                Tabel 4. 2  Hasil uji Discriminant Validity 

Variabel GV HRIS KKIG MK3 PTK 

GV 0,974    
 

HRIS 0,098 0,992    

KKIG 0,386 0,281 0,940   

MK3 0,008 0,119 0,398 0,990  

PTK 0,026 0,136 0,357 0,045 0,988 

Sumber: Data yang diolah (2025) 

Dengan demikian, seluruh konstruk dalam model 

telah memenuhi syarat validitas diskriminan. 

 

3) Average Variance Extracted (AVE) 

Validitas konvergen dari setiap konstruk dalam 

model diuji menggunakan ukuran Average Variance 

Extracted (AVE). Nilai AVE menggambarkan proporsi 

varians indikator yang berhasil dijelaskan oleh konstruk 

laten yang diukur. Dalam analisis SEM-PLS, konstruk 

dikatakan memiliki validitas konvergen yang memadai 

apabila nilai AVE mencapai atau melebihi 0,50. Semakin 

tinggi nilai AVE, semakin besar pula variansi indikator 

yang dapat dijelaskan oleh konstruk tersebut, yang 

menunjukkan tingkat validitas konvergen yang semakin 

kuat. 
 

     Tabel 4. 3  Average Variance Extracted (AVE) 

Variabel AVE 
Rule of 

Thumb 
Keterangan 

GV 0,974 ≥ 0,50 Memenuhi 

HRIS 0,992 ≥ 0,50 Memenuhi 

KKIG 0,940 ≥ 0,50 Memenuhi 

MK3 0,990 ≥ 0,50 Memenuhi 

PTK 0,988 ≥ 0,50 Memenuhi 

Sumber: Data yang diolah (2025) 
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Tabel 4.12 menunjukkan bahwa seluruh konstruk 

dalam model penelitian memiliki nilai Average Variance 

Extracted (AVE) yang jauh melampaui ambang batas 

minimum 0,50, mengindikasikan validitas konvergen 

yang sangat kuat. Konstruk Governance (GV) 

mencatatkan AVE sebesar 0,974, menunjukkan bahwa 

lebih dari 97% variansi indikator dijelaskan oleh konstruk 

ini. HRIS memiliki nilai AVE tertinggi sebesar 0,992, 

mencerminkan kemampuan sangat tinggi dalam 

menjelaskan variansi indikatornya. Kinerja Karyawan 

Industri Garmen (KKIG) dengan AVE 0,940 juga 

menunjukkan validitas konvergen yang sangat baik. 

Begitu pula Manajemen K3 (MK3) dengan AVE 0,990 

dan Pengawasan Tenaga Kerja (PTK) sebesar 0,988, yang 

keduanya menunjukkan bahwa hampir seluruh variansi 

indikator dapat dijelaskan oleh konstruk terkait. Secara 

keseluruhan, temuan ini mendukung bahwa model 

pengukuran memiliki validitas konvergen yang kuat dan 

mampu merepresentasikan konstruk laten secara akurat. 

4) Cronbach’s Alpha 

Tingkat reliabilitas konstruk dalam model penelitian 

diukur menggunakan Cronbach’s Alpha, yang 

merepresentasikan konsistensi internal antar indikator 

dalam satu konstruk. Secara umum, nilai ≥ 0,70 

menunjukkan reliabilitas yang baik, sedangkan nilai 

mendekati atau melebihi 0,80–0,90 mencerminkan 

konsistensi internal yang sangat tinggi.  

                 Tabel 4. 4  Cronbach’s Alpha 

Variabel 
Cronbach's 

alpha 

Rule of 

Thumb 
Keterangan 

GV 0,987 ≥ 0,70 Memenuhi 

HRIS 0,996 ≥ 0,70 Memenuhi 

KKIG 0,979 ≥ 0,70 Memenuhi 

MK3 0,995 ≥ 0,70 Memenuhi 

PTK 0,994 ≥ 0,70 Memenuhi 

Sumber: Data yang diolah (2025) 

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa seluruh konstruk 

dalam model memiliki nilai Cronbach’s Alpha jauh di 

atas ambang batas minimum. Konstruk Governance (GV) 

mencatat nilai 0,987, HRIS tertinggi dengan 0,996, KKIG 

sebesar 0,979, MK3 sebesar 0,995, dan PTK sebesar 

0,994. Seluruh nilai tersebut mencerminkan konsistensi 

internal yang sangat kuat, menunjukkan bahwa indikator 

dalam masing-masing konstruk bekerja secara stabil dan 

saling mendukung dalam mengukur konsep yang sama. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelima 

konstruk memiliki reliabilitas yang sangat baik, dan 

instrumen penelitian dinyatakan konsisten serta dapat 

diandalkan dalam mengukur konstruk laten. 

 

 
Sumber: Data yang diolah (2025) 

Gambar 4. 2  Hasil pengujian Outer Model 

Gambar 4.2 menyajikan visualisasi outer model hasil 

olahan SMARTPLS versi 4 yang menggambarkan 

keterkaitan antara indikator dengan konstruk laten, 

dilengkapi nilai outer loading, R² pada konstruk endogen, 

serta arah dan kekuatan pengaruh antar konstruk. 

Visualisasi ini memberikan gambaran awal terhadap 

kualitas model pengukuran dan hubungan antar variabel 

dalam kerangka teoritis yang dikembangkan. Dari sisi 

validitas konvergen, seluruh indikator menunjukkan nilai 

outer loading sangat tinggi (0,960–0,996), melampaui 

ambang batas 0,70, yang menandakan keterkaitan kuat 

antara indikator dan konstruk yang diukurnya. Sebagai 

contoh, indikator MK3.3, HRIS.1, HRIS.2 memiliki nilai 

0,996, dan KKIG.4 sebesar 0,985.  

Dari sisi validitas diskriminan, model telah 

memenuhi kriteria Fornell-Larcker, diperkuat oleh nilai 

AVE tinggi (misalnya HRIS = 0,992; MK3 = 0,990; PTK 

= 0,988) yang lebih besar dari korelasi antar konstruk 

lainnya, serta setiap indikator memiliki loading tertinggi 

pada konstruk asalnya. Dari aspek reliabilitas, seluruh 

konstruk menunjukkan nilai Composite Reliability dan 

Cronbach’s Alpha yang sangat tinggi (0,979–0,996), 

mencerminkan konsistensi internal yang sangat kuat. 
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Misalnya, HRIS mencatatkan nilai 0,996 pada kedua 

ukuran reliabilitas, dan GV sebesar 0,988 (CR) dan 0,987 

(Alpha). Sementara itu, pada inner model, konstruk 

endogen KKIG memiliki nilai R² sebesar 0,880, 

menunjukkan 88,0% varians dijelaskan oleh konstruk 

eksogen, yang merupakan kekuatan prediktif sangat 

tinggi. Arah pengaruh antar konstruk juga terlihat, seperti 

PTK → KKIG sebesar 0,266 dan HRIS → KKIG sebesar 

-0,906. Secara keseluruhan, model pengukuran telah 

memenuhi seluruh kriteria evaluasi outer model—

validitas konvergen, validitas diskriminan, dan 

reliabilitas—sehingga layak digunakan untuk analisis 

lebih lanjut pada inner model. 

 

b. Uji Inner Model 

Hasil uji kesesuaian inner model yang digunakan untuk 

mengevaluasi sejauh mana model yang diestimasi sesuai 

dengan data empiris dapat dilihat dari tabel 4.14 berikut ini: 

Tabel 4. 5  Uji kesesuaian model 
 

Indikator 
Saturated 

Model 

Estimated 

Model 

SRMR 0,020 0,052 

d_ULS 0,055 0,363 

d_G 0,294 0,576 

Chi-square 420,487 603,074 

NFI 0,948 0,926 

Sumber: Data yang diolah (2025) 

 

Tabel 4.14 menyajikan hasil uji kesesuaian model (model 

fit) dalam pendekatan PLS-SEM dengan indikator utama 

SRMR, d_ULS, d_G, Chi-square, dan NFI, baik untuk saturated 

maupun estimated model. Hasil menunjukkan bahwa model 

memiliki tingkat kecocokan yang baik terhadap data empiris. 

Nilai SRMR sebesar 0,020 (saturated) dan 0,052 (estimated) 

berada jauh di bawah ambang batas 0,08, menandakan residual 

yang rendah dan kesesuaian model yang sangat baik. Nilai 

d_ULS (0,055 dan 0,363) serta d_G (0,294 dan 0,576) 

menunjukkan tingkat discrepancy yang rendah, meskipun tanpa 

ambang batas universal, nilainya masih dalam kategori dapat 

diterima. Nilai Chi-square sebesar 420,487 dan 603,074 juga 

tidak menunjukkan ekstremitas, mendukung kecocokan model 

meskipun bukan indikator utama dalam PLS-SEM. Sementara 

itu, nilai NFI sebesar 0,948 dan 0,926 melebihi ambang 0,90, 

menunjukkan kecocokan relatif yang tinggi. Secara 
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keseluruhan, model struktural dalam penelitian ini dinilai 

sesuai dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Tahapan 

selanjutnya adalah pengujian inner model yang berfokus pada 

hubungan kausal antar konstruk laten dengan menggunakan 

nilai R-Square (R²) untuk menilai daya jelas model terhadap 

variabel dependen yang diteliti. 

1) R-Square (R²) 

Model struktural dalam PLS-SEM digunakan untuk 

menguji hubungan kausal antar konstruk laten dan 

mengevaluasi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel 

endogen. Salah satu ukuran utama adalah R-Square (R²), 

yang menunjukkan proporsi varians variabel endogen yang 

dapat dijelaskan oleh konstruk prediktor.  

Tabel 4. 6  R-Square 

Variabel R-square 
R-square 

adjusted 

Kinerja karyawan 

industri Garmen (KKIG) 
0,880 0,876 

Sumber: Data yang diolah (2025) 

Berdasarkan Tabel 4.15, konstruk Kinerja Karyawan 

Industri Garmen (KKIG) memiliki nilai R² sebesar 0,880 

dan R² Adjusted sebesar 0,876. Nilai ini menunjukkan 

bahwa 88% variabilitas KKIG dapat dijelaskan oleh 

variabel-variabel eksogen dalam model, sementara sisanya 

sebesar 12% merupakan pengaruh dari variabel di luar 

model. Perbedaan kecil antara R² dan R² Adjusted 

mengindikasikan bahwa model stabil dan tidak mengalami 

overfitting. Perhitungan manual menggunakan rumus 

determinasi menghasilkan nilai R² sebesar 0,7744 dan 

varians galat sebesar 0,2256, yang meskipun sedikit lebih 

rendah dari hasil perangkat lunak, tetap menunjukkan daya 

jelaskan yang tinggi. 

 

2) Q² Predictive Relevance 

Nilai Q² digunakan untuk mengevaluasi kemampuan 

prediktif model dalam menjelaskan variabel endogen 

berdasarkan konstruk eksogen. Berdasarkan rumus 

perhitungan, diperoleh nilai Q² sebesar 0,88. Nilai ini 

menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif 

yang sangat kuat, dengan estimasi parameter yang 

mendekati kenyataan. Semakin tinggi nilai Q², semakin 

baik prediksi model, dan nilai yang diperoleh menunjukkan 

bahwa model ini sangat andal dalam menjelaskan variabel 

KKIG. 
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3) Goodness of Fit Index (GoF) 

GoF dihitung sebagai akar kuadrat dari hasil perkalian 

rata-rata AVE dan rata-rata R² dari konstruk endogen. 

Berdasarkan data, rata-rata AVE adalah 0,9768 dan rata-

rata R² sebesar 0,88, sehingga diperoleh nilai GoF sebesar 

0,9271. Meskipun GoF tidak lagi direkomendasikan 

sebagai ukuran utama dalam PLS-SEM versi terbaru (Hair 

dkk., 2021), nilai ini tetap memberikan informasi 

eksploratif yang penting. Nilai GoF yang sangat tinggi ini 

melebihi ambang batas klasifikasi besar (0,36), 

menandakan bahwa model struktural dalam penelitian ini 

sangat baik dalam menjelaskan hubungan antar konstruk 

laten. Dengan demikian, model layak dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan teoretis dan praktis, khususnya 

dalam konteks manajemen K3, pengawasan tenaga kerja, 

governance, HRIS, dan kinerja karyawan industri garmen 

 

3. Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengevaluasi nilai t-statistik dan membandingkannya dengan nilai 

kritis sebesar 1,96. Apabila nilai t-statistik melebihi ambang batas 

tersebut (t > 1,96) pada tingkat signifikansi 5%  (α = 0,05), maka 

hipotesis dinyatakan signifikan secara statistik dan diterima 

sebagai bukti adanya pengaruh yang berarti dalam model. 

a. Hasil Uji Pengaruh Langsung 

Uji signifikansi penelitian ini bertujuan mengidentifikasi 

arah dan kekuatan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel 

endogen dalam model. Analisis ini memungkinkan peneliti 

memahami kontribusi masing-masing variabel independen 

dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen, sehingga 

memperkuat interpretasi terhadap hubungan kausal antar 

konstruk yang dibangun. Hasil pengujian pengaruh langsung 

antar variabel ditampilkan pada Tabel 4.16. 

Tabel 4. 7  Hasil uji pengaruh langsung 

Keterhubungan 

Variabel 

Original 

sample 

(O) 

Sample 

mean 

(M) 

Standard 

deviation 

(STDEV) 

T 

statistics  

P 

values 
Hasil 

MK3 ⇢ KKIG 0,302 0,298 0,043 7,085 0,000 H1 Diterima 

PTK  ⇢ KKIG 0,222 0,216 0,037 6,065 0,000 H2 Diterima 

GV  ⇢  KKIG 0,266 0,263 0,045 5,888 0,000 H3 Diterima 

HRIS ⇢ KKIG - 0,906 - 0,903 0,051 17,801 0,000 H4 Diterima 

Sumber: Data yang diolah (2025) 
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Uji signifikansi dalam penelitian ini berfungsi untuk 

mengungkap arah serta intensitas pengaruh variabel-variabel 

eksogen terhadap variabel endogen dalam model. Melalui 

analisis ini, dapat diketahui sejauh mana masing-masing 

variabel independen berkontribusi dalam menjelaskan variasi 

atau perubahan yang terjadi pada variabel dependen, sehingga 

memperkaya pemahaman terhadap dinamika hubungan antar 

konstruk dalam kerangka model yang dikembangkan. Berikut 

ini disajikan Tabel 4.16 yang menunjukkan hasil pengujian 

pengaruh langsung antar variabel dalam penelitian ini. 

1) Terdapat pengaruh positif antara MK3 terhadap KKIG (H1) 

Berdasarkan hasil perhitungan, pengaruh langsung 

antara MK3 (Manajemen K3) terhadap KKIG (Kinerja 

Karyawan Industri Garmen) menunjukkan hasil signifikan. 

Nilai Original Sample (O) sebesar 0,302 mengindikasikan 

pengaruh positif yang cukup kuat, didukung oleh Sample 

Mean (M) sebesar 0,298 yang stabil, dan STDEV 0,043 

yang menunjukkan variasi rendah. Nilai T-statistik sebesar 

7,085 (lebih besar dari 1,96) dan P-value 0,000 (lebih kecil 

dari 0,05) menegaskan bahwa pengaruh ini signifikan 

secara statistik. Dengan demikian, Hipotesis 1 (H1) 

diterima. 

2) Terdapat pengaruh positif antara PTK terhadap KKIG (H2) 

Hasil uji menunjukkan bahwa PTK (Pengawasan) 

memberikan pengaruh positif terhadap KKIG. Nilai 

Original Sample (O) sebesar 0,222 menandakan pengaruh 

moderat, sementara Sample Mean (M) sebesar 0,216 

menunjukkan hasil yang konsisten. STDEV sebesar 0,037 

mengindikasikan kestabilan pengaruh, dan nilai T-statistik 

6,065 serta P-value 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh ini 

signifikan. Oleh karena itu, Hipotesis 2 (H2) diterima. 

3) Terdapat pengaruh positif antara GV terhadap KKIG (H3) 

Berdasarkan data, Governance (GV) terbukti 

berpengaruh positif terhadap KKIG. Original Sample (O) 

tercatat sebesar 0,266 dengan Sample Mean (M) sebesar 

0,263, keduanya menunjukkan hubungan yang stabil. 

STDEV 0,045 menunjukkan sedikit variasi, dan nilai T-

statistik 5,888 serta P-value 0,000 memastikan pengaruh ini 

signifikan. Dengan demikian, Hipotesis 3 (H3) diterima. 

4) Terdapat pengaruh negatif antara HRIS terhadap KKIG 

(H4) 

Uji statistik menunjukkan bahwa HRIS (Human 

Resource Information System) berpengaruh negatif terhadap 
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KKIG. Nilai Original Sample (O) sebesar -0,906 

menunjukkan arah pengaruh yang sangat kuat ke arah 

negatif. Hal ini didukung oleh Sample Mean (M) sebesar -

0,903, STDEV 0,051 yang relatif rendah, serta nilai T-

statistik sebesar 17,801 dan P-value 0,000 yang 

menegaskan signifikansi tinggi secara statistik. Oleh karena 

itu, meskipun arah pengaruhnya negatif, Hipotesis 4 (H4) 

tetap diterima. 

b. Hasil Uji Pengaruh Moderasi 

Penelitian ini menguji peran moderasi HRIS dalam 

memperkuat atau melemahkan pengaruh Manajemen K3, 

Pengawasan Tenaga Kerja, dan Governance terhadap Kinerja 

Karyawan industri garmen di DIY. HRIS diposisikan sebagai 

sistem digital strategis, mencakup tiga dimensi: pengelolaan 

tenaga kerja, pelatihan daring, dan integrasi sistem SDM. 

Pengujian ini bertujuan menilai sejauh mana HRIS 

memperkuat efektivitas kebijakan manajerial dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang efisien, adaptif, dan 

terukur. Hasil uji moderasi ini diharapkan menegaskan urgensi 

digitalisasi manajemen SDM sebagai fondasi transformasi 

industri padat karya menuju pengelolaan tenaga kerja yang 

profesional dan berkelanjutan. 

Tabel 4. 8   Hasil uji pengaruh Moderasi 

Keterhubungan 

Variabel 

Original 

sample 

(O) 

Sample 

mean 

(M) 

Standard 

deviation 

(STDEV) 

T 

statistics  
P 

values 
Hasil 

HRIS x MK3 ⇢ 

KKIG 
0,294 0,296 0,054 5,469 0,000 H5 Diterima 

HRIS x PTK ⇢ KKIG 0,235 0,235 0,052 4,528 0,000 H6 Diterima 

HRIS x GV ⇢ KKIG 0,298 0,298 0,051 5,792 0,000 H7 Diterima 

Sumber: Data yang diolah (2025) 

 

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa HRIS berperan sebagai 

moderator yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara 

variabel manajerial dengan Kinerja Karyawan Industri Garmen 

(KKIG). 

1) Terdapat pengaruh positif HRIS dalam memoderasi antara 

Manajemen K3 (MK3) terhadap Kinerja Karyawan Industri 

Garmen (H5) 

Nilai Original Sample sebesar 0,294 dan Sample Mean 

0,296 dengan STDEV 0,054, menghasilkan T-Statistic 

5,469 dan P-Value 0,000 (<0,05). Artinya, HRIS secara 

signifikan memperkuat hubungan antara Manajemen K3 

dan Kinerja Karyawan. H5 diterima. 
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2) Terdapat pengaruh positif HRIS dalam memoderasi 

hubungan antara Pengawasan Tenaga Kerja (PTK) terhadap 

Kinerja Karyawan Industri Garmen (H6) 

Original Sample dan Sample Mean sebesar 0,235 

dengan STDEV 0,052, T-Statistic 4,528, dan P-Value 

0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa HRIS juga 

memoderasi secara signifikan hubungan antara Pengawasan 

dan Kinerja Karyawan. H6 diterima. 

3) Terdapat pengaruh positif HRIS dalam memoderasi 

hubungan antara Governance (GV) terhadap Kinerja 

Karyawan Industri Garmen (H7) 

Original Sample dan Sample Mean sebesar 0,298 

dengan STDEV 0,051, T-Statistic 5,792, dan P-Value 

0,000. Hal ini menunjukkan pengaruh moderasi HRIS yang 

signifikan terhadap hubungan antara Governance dan 

Kinerja Karyawan. H7 diterima. 

Secara keseluruhan, ketiga hipotesis moderasi (H5, H6, dan 

H7) diterima, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan HRIS 

mampu memperkuat efektivitas Manajemen K3, Pengawasan, dan 

Governance dalam meningkatkan kinerja tenaga kerja industri 

garmen. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya digitalisasi 

SDM melalui HRIS sebagai strategi adaptif dan profesional dalam 

sektor padat karya. 

 

B. Pembahasan  

1. Pengaruh Manajemen K3 terhadap Kinerja karyawan industri 

garmen 

Manajemen K3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan dengan koefisien 0,302, T-statistik 7,085, dan P-

value 0,000. Hal ini menegaskan bahwa lingkungan kerja yang 

aman dan sehat meningkatkan produktivitas. Model penelitian 

menunjukkan hasil baik (SRMR 0,020/0,052; R² 0,88; GoF 0,927). 

Konsisten dengan Mutegi dkk. (2023) dan Rifqi dkk. (2023), 

penerapan K3 yang baik mendorong efisiensi dan keselamatan 

kerja. Meski pelatihan K3 telah rutin dilakukan, tantangan masih 

ada dalam membangun budaya keselamatan. Mengacu pada 

Goetsch (2021), K3 bukan sekadar mencegah kecelakaan, tetapi 

juga meningkatkan efisiensi. Penguatan kebijakan K3 secara 

merata menjadi kunci daya saing industri garmen DIY. 

2. Pengaruh Pengawasan Tenaga Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Industri Garmen 

Pengawasan tenaga kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan (koefisien 0,222; T-statistik 6,065; P-
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value 0,000). Pengawasan oleh Disnakertrans efektif 

meningkatkan disiplin dan keselamatan kerja. Model fit (SRMR 

0,020/0,052; R² 0,88; GoF 0,927). Hasil ini mendukung 

Kusumawardani dkk. (2020) dan Nur dkk. (2023). Meskipun 

pengawasan berjalan baik, implementasi belum merata di 

perusahaan kecil. Baldwin dkk. (2019) menegaskan bahwa 

pengawasan efektif menciptakan budaya kerja aman dan produktif. 

Peningkatan kapasitas pengawas dan komitmen perusahaan 

menjadi kunci keberlanjutan. 

3. Pengaruh Governance terhadap Kinerja Karyawan Industri 

Garmen 

Governance memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan (koefisien 0,266; T-statistik 5,888; P-value 

0,000). Model valid (SRMR 0,020/0,052; R² 0,88; GoF 0,927). 

Hasil ini selaras dengan Prasetyo dan Setyadharma (2022), di 

mana regulasi yang konsisten meningkatkan akuntabilitas dan 

profesionalisme. Banyak perusahaan telah menerapkan SMK3 

Mengacu pada Scott (2021), governance yang kuat menciptakan 

stabilitas kerja. Tantangannya terletak pada perusahaan yang 

belum mengadopsi digitalisasi. Maka, dukungan regulasi dan 

insentif perlu ditingkatkan. 

4. Pengaruh Human Resources Information System terhadap Kinerja 

Karyawan Industri Garmen 

HRIS berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

karyawan (koefisien -0,906; T-statistik 17,801; P-value 0,000). 

Model fit (SRMR 0,020/0,052; R² 0,88; GoF 0,927). HRIS belum 

optimal karena rendahnya kesiapan SDM, seperti diungkap Malik 

(2023) dan Kristanti & Hariyanti (2024). Hambatan teknis dan 

kurangnya pelatihan menyebabkan sistem menjadi beban 

tambahan. Malik (2023) menyatakan bahwa teknologi harus 

terintegrasi dengan budaya organisasi. Maka, pelatihan dan 

pendampingan menjadi penting agar HRIS memberikan dampak 

positif nyata. 

5. Pengaruh HRIS dalam Memoderasi Pengaruh Manajemen K3 

terhadap Kinerja Karyawan Industri Garmen 

HRIS memoderasi secara signifikan hubungan antara 

Manajemen K3 dan kinerja (koefisien 0,294; T-statistik 5,469; P-

value 0,000). Dukungan HRIS memperkuat efektivitas K3 melalui 

pengelolaan data dan pemantauan kepatuhan. Model valid (SRMR 

0,020/0,052; R² 0,88; GoF 0,927). Sejalan dengan Rifqi dkk. 

(2023) dan Mutegi dkk. (2023), HRIS mempercepat pelatihan dan 

pengelolaan keselamatan kerja. Namun, keberhasilan moderasi 
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HRIS sangat tergantung pada kesiapan teknologi dan kompetensi 

SDM. 

6. Pengaruh HRIS dalam Memoderasi Pengaruh Pengawasan Tenaga 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan Industri Garmen 

HRIS memperkuat pengaruh pengawasan tenaga kerja 

terhadap kinerja karyawan (koefisien 0,235; T-statistik 4,528; P-

value 0,000). HRIS membantu pelaporan, pemantauan, dan 

efisiensi pengawasan. Model kuat (SRMR 0,020/0,052; R² 0,88; 

GoF 0,927). Temuan ini mendukung Kusumawardani dkk. (2020) 

dan Nur dkk. (2023). HRIS meningkatkan efektivitas pengawasan, 

namun tantangan ada pada keterbatasan pelatihan dan 

infrastruktur. Maka, perusahaan perlu mengintegrasikan HRIS 

dengan pelatihan berkelanjutan dan budaya kerja digital. 

7. Pengaruh HRIS dalam Memoderasi Pengaruh Governance 

terhadap Kinerja Karyawan Industri Garmen 

HRIS memperkuat pengaruh governance terhadap kinerja 

karyawan (koefisien 0,298; T-statistik 5,792; P-value 0,000). 

Model sangat baik (SRMR 0,020/0,052; R² 0,88; GoF 0,927). 

Hasil ini sejalan dengan Prasetyo dan Setyadharma (2022), di 

mana HRIS mendukung keterbukaan dan efisiensi pengelolaan 

ketenagakerjaan. Scott (2021) menegaskan bahwa governance 

yang baik mendorong profesionalisme, dan HRIS menjadi alat 

implementasi efektif. Namun, keberhasilan bergantung pada 

kesiapan SDM dan infrastruktur teknologi. Maka, pelatihan dan 

transformasi digital menjadi kunci keberhasilan moderasi HRIS. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
Bab ini merangkum temuan utama penelitian mengenai pengaruh 

manajemen K3, pengawasan tenaga kerja, governance, serta peran 

moderasi HRIS terhadap kinerja karyawan industri garmen di DIY. 

Disajikan pula implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian, termasuk 

bagaimana HRIS memperkuat hubungan antara faktor manajerial dan 

kinerja di sektor padat karya. Selain itu, diuraikan keterbatasan studi serta 

rekomendasi untuk pengembangan riset dan strategi manajemen SDM 

berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri 

garmen. 

A. Simpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh langsung 

manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan 

tenaga kerja, dan governance terhadap kinerja karyawan industri 

garmen di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta peran moderasi Human 

Resources Information System (HRIS) dalam hubungan tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian statistik, diperoleh beberapa 

simpulan utama sebagai berikut: 

1. Manajemen K3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Penerapan K3 yang konsisten melalui pelatihan, prosedur 

keselamatan, dan pengawasan rutin terbukti menciptakan 

lingkungan kerja yang aman dan produktif. Koefisien pengaruh 

sebesar 0,302 (T-statistik = 7,085; P-value = 0,000) 

menunjukkan bahwa K3 merupakan faktor penting dalam 

mendukung peningkatan kinerja karyawan. 

2. Pengawasan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Pengawasan kepatuhan K3, yang dilakukan secara berkala 

memberikan dampak langsung pada peningkatan kedisiplinan 

dan produktivitas kerja. Nilai koefisien sebesar 0,222 (T-statistik 

= 6,065; P-value = 0,000) menegaskan pentingnya fungsi 

pengawasan eksternal dalam meningkatkan kualitas kerja 

karyawan. 

3. Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Penerapan prinsip-prinsip governance seperti kepatuhan, 

transparansi, dan akuntabilitas mendukung terciptanya iklim 

kerja profesional dan kondusif. Koefisien sebesar 0,266 (T-

statistik = 5,888; P-value = 0,000) menunjukkan bahwa 

governance merupakan pendorong penting dalam pencapaian 
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kinerja optimal. 

4. HRIS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Secara tidak terduga, penggunaan HRIS justru menunjukkan 

pengaruh negatif terhadap kinerja, dengan koefisien –0,906 (T-

statistik = 17,801; P-value = 0,000). Dampak negatif ini 

disebabkan oleh rendahnya kesiapan SDM, minimnya pelatihan 

teknis, serta kendala dalam integrasi teknologi ke dalam proses 

kerja harian. Hal ini mengindikasikan bahwa adopsi teknologi 

tanpa kesiapan organisasi dapat menurunkan efektivitas kerja. 

5. HRIS memoderasi secara positif hubungan antara Manajemen 

K3 dan kinerja karyawan. 

Koefisien interaksi sebesar 0,294 (T-statistik = 5,469; P-value = 

0,000) menunjukkan bahwa HRIS memperkuat efektivitas K3 

melalui pencatatan digital pelatihan, pengawasan, serta 

pemantauan insiden kerja. Hal ini berdampak pada peningkatan 

keselamatan, efisiensi, dan produktivitas kerja. 

6. HRIS memoderasi secara positif hubungan antara pengawasan 

tenaga kerja dan kinerja karyawan. 

HRIS mendukung transparansi dan efisiensi proses pengawasan, 

dengan nilai koefisien interaksi 0,235 (T-statistik = 4,528; P-

value = 0,000). Sistem ini mempercepat pelaporan dan 

pemantauan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja, 

sehingga memperkuat dampak pengawasan terhadap kinerja. 

7. HRIS memoderasi secara positif hubungan antara governance 

dan kinerja karyawan. 

HRIS membantu memperkuat implementasi prinsip-prinsip 

governance, seperti akuntabilitas dan efisiensi tata kelola 

ketenagakerjaan. Nilai koefisien interaksi 0,298 (T-statistik = 

5,792; P-value = 0,000) menunjukkan bahwa sistem ini 

mendukung pengelolaan dokumen ketenagakerjaan dan 

pemantauan kepatuhan secara digital yang berdampak positif 

terhadap kinerja. 

B. Implikasi 
1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini memperkuat teori Human Capital dan 

Contingency, dengan menunjukkan bahwa K3, pengawasan, dan 

governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

industri garmen. Investasi pada pelatihan K3 dan pengawasan 

ketat terbukti meningkatkan produktivitas, sejalan dengan 

pentingnya pengelolaan internal dan kesesuaian kebijakan 

organisasi. 

Temuan negatif atas implementasi HRIS tanpa kesiapan 
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SDM mendukung pengembangan Technology Acceptance Model 

(TAM), bahwa keberhasilan adopsi teknologi bergantung pada 

persepsi kemudahan dan manfaatnya. Hal ini menyoroti 

pentingnya pelatihan dan kesiapan budaya organisasi. 

Selain itu, peran moderasi HRIS yang signifikan terhadap 

hubungan K3, pengawasan, dan governance terhadap kinerja 

mendukung Resource-Based View (RBV). HRIS diposisikan 

sebagai aset strategis yang memperkuat kapabilitas internal 

melalui pengelolaan data, pengawasan, dan pengambilan 

keputusan berbasis informasi. 

Penelitian ini juga memperkaya literatur tentang digitalisasi 

SDM di sektor industri padat karya, khususnya garmen, dengan 

menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam meningkatkan 

efisiensi dan keberlanjutan kinerja organisasi.. 

2. Implikasi Praktis 

Penelitian ini menghasilkan sejumlah implikasi praktis 

yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk 

memperkuat kinerja karyawan di industri garmen, terutama 

terkait dengan penerapan Manajemen K3, pengawasan tenaga 

kerja, governance, dan penggunaan teknologi seperti HRIS: 

a. Bagi Perusahaan Industri Garmen 

Perusahaan perlu memperkuat pelatihan K3 dan pengawasan 

ketenagakerjaan untuk meningkatkan keselamatan dan 

kepatuhan regulasi. Penerapan HRIS harus disertai pelatihan 

dan kesiapan SDM agar mampu mengoptimalkan efisiensi 

manajemen SDM dan pengelolaan data karyawan. 

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait 

Diperlukan kebijakan yang mendukung pelatihan K3 dan 

insentif bagi perusahaan yang patuh terhadap standar 

keselamatan. Pemerintah juga perlu mendorong adopsi HRIS 

melalui pelatihan teknis serta pengawasan yang lebih ketat 

terhadap praktik ketenagakerjaan di sektor garmen. 

c. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pusat Pelatihan 

Kurikulum perlu mengintegrasikan materi K3, pengawasan 

tenaga kerja, dan teknologi HRIS. Pelatihan khusus yang 

membekali tenaga kerja dengan keterampilan digital dan 

manajerial di bidang SDM sangat penting untuk memenuhi 

kebutuhan industri. 

d. Bagi Industri Garmen dan Asosiasi Pengusaha 

Perlu dibangun kolaborasi lintas sektor untuk mendorong 

praktik terbaik di bidang K3, pengawasan, dan digitalisasi 

SDM. Dukungan pelatihan bersertifikat, mentoring teknis, 
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dan akses ke teknologi akan memperkuat daya saing dan 

keberlanjutan industri garmen. 

 

C. Limitasi 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penting: 

1. Wilayah dan Responden Terbatas: Fokus hanya pada industri 

garmen di DIY membatasi generalisasi hasil ke wilayah atau 

sektor lain yang mungkin memiliki karakteristik berbeda. 

2. Terbatasnya Variabel Moderasi: HRIS sebagai satu-satunya 

variabel moderasi belum mencakup faktor eksternal lain seperti 

regulasi ketenagakerjaan, kondisi pasar, atau infrastruktur digital 

yang juga dapat memengaruhi kinerja. 

3. Belum Mengakomodasi Faktor Sosial-Budaya dan Organisasi: 

Aspek seperti budaya kerja, struktur organisasi, dan gaya 

kepemimpinan belum dianalisis, padahal faktor-faktor ini dapat 

memengaruhi efektivitas penerapan K3, pengawasan, dan HRIS. 

 

D. Rekomendasi 

1. Rekomendasi bagi Akademisi 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel 

seperti organisasi pembelajar, budaya digital, atau technology 

readiness guna memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor 

yang memengaruhi penerapan Manajemen K3, pengawasan, 

governance, dan HRIS. Pendekatan kualitatif juga perlu 

dipertimbangkan untuk menggali strategi adaptasi dan inovasi 

dalam jangka panjang di sektor garmen Indonesia. 

2. Rekomendasi bagi Industri Garmen dan Asosiasi Pengusaha 

Perusahaan garmen perlu menginvestasikan pengembangan 

SDM yang berorientasi pada penguasaan teknologi, khususnya 

HRIS dan manajemen K3. Diperlukan pelatihan berkelanjutan 

serta kemitraan dengan komunitas profesional guna 

mempercepat adopsi inovasi dan penerapan kebijakan yang 

efektif. 

3. Rekomendasi bagi Regulator dan Pemerintah 

Pemerintah perlu mendorong adopsi HRIS dan penguatan 

pengawasan ketenagakerjaan melalui kebijakan insentif, 

pelatihan, dan sertifikasi. Diperlukan juga kebijakan berbasis 

data yang mendukung integrasi antara dunia industri, pendidikan, 

dan pelatihan untuk membangun ekosistem industri garmen yang 

berkelanjutan. 
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